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Dominggus Madacan — Mohamad Lakotani Jilid 1l

“Tolak DOAMU Jilid Il pada Pilkada Papua Barat 2024 “

Kepada Yth,
Seluruh Pengurus / Simpatisan PASTI Indonesia
Dan Masyarakat Anti Korupsi Papua Barat

Di -
Papua Barat

Dengan Hormat,

Melihat situasi terkini, serta dinamika politik yang terjadi saat ini di Papua Barat, maka PASTI
Indonesia selaku Lembaga Anti Korupsi yang telah berkecimpung di Papua Barat sejak 2011
merasa perlu mengambil bsikap.

Dengan mengacu pada kinerja sebelumnya DOAMU Jilid | di Papua Barat, maka PASTI Indonesia,
menyatakan Menolak DOAMU Jilid Il pada Pilkada Papua Barat 2024.

Adapun Dasar Pertimbangan PASTI Indonesia adalah :

1. Selama Kepemimpinan DOAMU Jilid I, tidak ada perubahan signifikan di Papua Barat,
baik itu Infrastruktur maupun pembangunan SDM.

2. Korupsi Marak terjadi di Papua Barat selama kepemimpinan DOAMU Jilid I, dimana hal ini
dapat dibuktikan dengan “Pengangkapan” terhadap beberapa Pejabat Teras Atas di
Pemprov Papua Barat.

3. Masyarakat terkhususnya Masyarakat Adat, semakin terpinggirkan dengan tidak adanya
payung hukum berupa Perda yang melindungi keberlangsungan hidup Masyarakat Adat.
Bahkan OAP semakin terpinggirkan dan dengan Dalil Pembangunan, Sawit semakin
merajalela merampas Hak Ulayat

Secara Personal, PASTI Indonesia sendiri mencatat beberapa dosa/rekam jejak “DOAMU”, yakni :

» Dominggus Mandacan : Gubernur Papua Barat

A. Dalam dakwaan Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan (kini Terpidana
Tipidkor), pada tanggal 3 Januari 2020, Gubernur Papua Barat (Dominggus
Mandacan) menyuap Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah) kepada
Wahyu Setiawan melalui Rosa. Agar memuluskan Amus Atkana dan Onesius
Kambu Lolos sebagai Komisioner Di KPUD Provinsi Papua Barat. Periode 2020-
2025.
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Dalam Catatan PASTI Indonesia, Amus Atkana selama menjabat sebagai KPUD
Provinsi Papua Barat banyak berperan dalam pemenangan DOAMU Jilid 1. Yakni
Periode 2017 - 2022. (Lampiran )

. Dominggus Mandacan kurang berbuat bagi Masyarakat Papua Barat,terkhusus di
Wilayah bagian Selatan Yakni Fakfak-Kaimana-Bintuni. hal ini dapat dibuktikan
Ketika terjadi “Kerusuhan Fakfak 2019”, yang mengakibatkan Pembakaran Kantor
Dewan Adat, Mbaham-Matta. Tidak ada perhatian serius dari Pemprov Papua Barat
untuk segera melakukan pembangunan Kembali Kantor Dewan Adat Mbaham-
Matta. Padahal Fungsi Dewan Adat sangat dibutuhkan di Fakfak. (Lampiran II)

. Selama Kepemimpinan Dominggus Mandancan, tidak ada checks and balances
terhadapa para Pejabat Struktural di Pemprov, sehingga banyak ditemukan Pejabat
“Wajah Lama” yang menjabat puluhan tahun sebagai kepala dinas. Dan “Pejabat
Struktural” yang ada lebih pada “kedekatan” Personal. Sehingga pada akhirnya
ditemukan banyak sekali Tindak Pidana Korupsi, diantaranya KONI Papua Barat.
(Lampiran 111)

. Selama kepemimpinan Dominggus Mandacan, tidak ada fokus pada pengembangan
SDM, baik itu terkait Pengembangan Dunia Pendidikan maupun Dunia Olahraga di
Papua Barat, yang terjadi hanya “bansos-bansos untuk pembangunan Rumah
Ibadah”. Contohnya, Sekolah Khusus Keberbakatan olahraga di Manokwari, hanya
menjadi “Simbol”, realitasnya Lobby Rusak dan Asrama/Mess Berantakan.
(Lampiran V)

. Selama Kepemimpinan yang bersangkutan, tidak ada “Keberpihakan” serius
terhadap pemberantasan Korupsi, dibuktikan dengan banyaknya temuan dalam
LHP-BPK Kabupaten yang dibawah naungan Provinsi Papua Barat

. Tdak mendapatkan perpanjangan “Masa Jabatan” setelah usai masa jabatan, yakni
12 Mei 2022. Pemerintah Pusat melalui Kemendagri, lebih memilih mengangkat
Pejabat Gubernur baru daripada menunjuk yang bersangkutan menjadi Pejabat
Gubernur Papua Barat.

» Mohamad Lakotani

Sebagai Wakil Gubernur Papua Barat

1. Pada 2017, Mohamad Lakotani selaku Wakil Gubernur Papua Barat, diangkat

sebagai Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Papua Barat 2017-2022. Sebagai Ketua
Kwarda Pramuka Papua Barat,kemudian Mohamad Lakotani Justru memberikan
Rekomendasi atas nama Frans W.W. Fimbay kepada Kwarnas Gerakan Pramuka
agar terpilih sebagai Korwil IV. Dan di lantik di Istana Merdeka oleh Presiden
Joko Widodo sebagai Pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka Periode 2018-
2023. Frans W.W. Fimbay itu sendiri pada tahun 2018 masih berstatus Warga
Binaan Pemasyarakatan (Narapidana Tipidkor) di Rutan Teluk Bintuni. Hal ini
mencoreng Citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Lampiran V)
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2.

Sebagai seorang Wakil Gubernur yang berasal dari Kaimana, yang notabenenya ybs
mengetahui banyak terjadi Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kaimana,
diantaranya Kasus Pendidikan Fiktif ke German yang di duga dilakukan oleh Bupati
Kaimana saat itu, Matias Mairuma. Dalam kasus Pendidikan Fiktif ini, 8 anak suku
besar di kaimana menjadi Korban, dan terpaksa pulang dan menganggur. Namun
sebagai seorang Wakil Gubernur Papua Barat apalagi berasal dari Kaimana, tidak
ada sama sekali perhatian yang bersangkutan kepada 8 Korban tersebut.
(Lampiran VI)

Masyarakat Papua Barat, mengeluhkan sulitnya menyampaikan Aspirasi dan
keluhan, dikarenakan “Komunikasi” yang dibangun oleh Mohammad Mohamad
Lakotani adalah Komunikasi sistem Ordal.

Tidak adanya kinerja nyata yang dirasakan oleh Masyarakat Papua Barat, namun
Harta Kekayaan dalam LHKPN Wakil Gubernur semakin bertambah setiap
tahunnya, (Lampiran VII)

Sebagai Wakil Gubernur Papua Barat, yang seharusnya menjadi suli tauladan,
namun apa yang dilakukan Mohamad Lakotani, jauh daripada harapan! Dengan
melakukan Intervensi pada Kasus Korupsi, Untung Tamsil, Bupati Fakfak. Hal ini
dapat dibuktikan dengan “menarik” Untung Tamsil ke Gerindra, dan “Suwon” ke
Prabowo yang merupakan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra. Alhasil kasus
Korupsi Untung Tamsil “dipetieskan:. Pengakuan Ucapan terima kasih Untung
Tamsil kepada Mohamad Lakotani sampai saat ini masih terpampang di media.
(Lampiran VIII)

Sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat

Pada Pileg dan Pilpres 2019, Mohamad Lakotani selaku Ketua DPD Gerindra Papua
Barat gagal mengantarkan Suara Prabowo di Papua Barat, serta tidak ada satupun
perwakilan Kursi Gerindra di DPRD Provinsi Papua Barat Periode 2019-2024. Suara
Gerindra sendiri Turun Tajam. (Lampiran 1X), Justru yang bekerja untuk
Pemenangan Prabowo-Sandi adalah Akar Rumput, Batu API Fakfak, Perwakilan
Suku dari Bintuni yang di Fasiitasi PASTI Indonesia ke Jakarta untuk memberikan
Dukungan Langsung kepada Prabowo-Sandi 2019)

Pada Perhelatan Pilkada Fakfak 2020, Mohamad Lakotani di ketahui melakukan
Penipuan terhadap Bacalon Kandidat atas nama HERMANUS KERRYANTO, yang
dimana yang bersangkutan di janjikan mendapatkan Rekomendasi Partai Gerindra
pada pilkada 2020 Fakfak. Mohammad Mohamad Lakotani selaku Ketua DPD
Gerindra Papua Barat, akan mengusulkan nama dan memperjuangkan
Rekomendasi dari DPP Gerindra tersebut, asal yang bersangkutan mau
mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah)
sebagai Kompensasi “Dana Sumbangan Partai. Hingga saat yang ditunggu,
Rekomendasi itu tidak pernah keluar atas nama HERMANUS KERRYANTO, dan
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10.

11.

12.

13.

hingga saat itu uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Mohamad Lakotani.
(Lampiran X)

Seperti yang telah di singgung Point 5, sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat,
Lakotani bukan menciptakan citra Partai Gerindra yang baik, justru sebaliknya
menarik orang yang tengah di sorot kasus Korupsi, Untung Tamsil sebagai
Kader Gerindra yang kemudian diangkat sebagai ketua DPC Gerindra Papua Barat.
Tujuan Lakotani tidak lebih hanya untuk “mengamankan” Kepentingan diri
menggunakan Posisi sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat.

Selaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat, Pada 10 Juni 2022,Mohamad Lakotani
justru mengangkat Mantan Narapida Tindak Pidana Korupsi yang bersatus BEBAS
BERSYARAT,(Lampiran Xl) sebagai Ketua DPC Gerindra Kaimana (Lampiran
XIl), hal ini sangat bertentangan dengan Semangat Anti Korupsi, yang
sebagaimana diketahui bersama, Korupsi adalah Sumber Penyakit Penghambat
Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua. Memang Agak Laen Mohamad
Lakotani ini!

Sebagaimana yang termaktub dalam Point 6 dan Point 9, melahirkan akumulasi
kekecewaan di kalangan Pengurus DPC Gerindra Se-Papua Barat, dimana seolah
DPC di Pertontonkan Abuse Of Power Seorang Ketua DPD Gerindra Se Papua
Barat. Maka kemudian terjadi Pemalangan Kantor DPD Gerindra Papua Barat oleh
Para Pengurus DPC Se Papua Barat. (Lampiran Xlll). Padahal hal semacam ini
belum pernah terjadi sebelumnya di Papua Barat. Ini memperjelas kepada Publik
bahwa seorang Mohamad Lakotani tidak memiliki Kinerja, selain hanya
mendompleng Partai untuk Kepentingan Pribadi.

Menggunakan Posisi sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat untuk kepentingan
Pribadi

Sebagai Ketua Gerakan Pramuka Papua Barat

Sebagaimana pada Point 1 di awal, Mohamad Lakotani selaku Ketua Gerakan
Pramuka Papua Barat (Kwarda), telah menghianati Nafas Pramuka itu sendiri!
Dengan memberikan Rekomendasi kepada Panitia Seleksi Pengurus Kwarnas
Gerakan Pramuka, seorang Terpidana Tindak Pidana Korupsi berstatus Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) bernama Frans W.W. Fimbay.

Yang dimana kemudian diangkat sebagai Korwil IV di Kwarnas Gerakan Pramuka.
Selain itu, Marwah Presiden Jokowi selalu Ketua Majelis Pembimbing Nasional
Gerakan Pramuka, tercoreng! Karena melantik Narapidana di Istana Merdeka
sebagai Korwil IV pada Kwarnas Gerakan Pramuka. (Lampiran XIV)

Setelah berhasil “mengoalkan” Narapidana sebagai Korwil IV di Kwarnas Gerakan
Pramuka, Mohamad Lakotani juga mempertahankan Narapidana sebagai Ketua
Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni (Kwarcab). Dimana Frans W.W.
Fimbay terpilih sebagai Ketua.Kwarcab 3309 Teluk Bintuni, untuk masa jabatan
2019-2024. (Lampiran XV)
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PADAHAL TIDAK SULIT UNTUK MENEMUKAN BERKAS PUTUSAN ATAS
NAMA Frans W.W. Fimbay DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG,
DAN ITU DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK! BODOH SEKALI SEORANG
MOHAMAD LAKOTANI JIKA TIDAK MENGETAHUI BAHWA Frans W.W.
Fimbay ADALAH SEORANG NARAPIDANA BERSTATUS WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN!

ALASAN PALING FAKTUAL ADALAH! BALAS BUDI! KARENA PERAN BESAR
Frans W.W. Fimbay PADA PILKADA DOA MU JILID I.

Usai masa Jabatan sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat (2017-2022), dan tidak
memiliki Jabatan Publik lagi, selain sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat. Pada Musda
Gerakan Pramuka Papua Barat,29 November — 1 Desember 2022, Mohamad Lakotani Kalah dalam
Pemilihan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Kekalahan Mohamad Lakotani ini adalah

wujud nyata

kekecewaan Pengurus Gerakan Pramuka Papua Barat atas Kepemimpinan

Mohamad Lakotani yang lebih “mempolitisasi” Gerakan Pramuka Papua Barat daripada
pembangunan SDM Sejak Dini melalui Gerakan Pramuka.

14.

15.

16.

Sebagaimana diterangkan diatas, tidak tanggung-tanggung, WBP (Warga Binaan
Pemasyarakatan) Frans W.W. Fimbay, terpidana kembali di Kasus Korupsi yang
berbeda (Lampiran XVI), Leluasa hadir dalam MUSDA KWARDA Gerakan Pramuka
Papua Barat 2022, sebagai Korwil IV dan sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka
Teluk Bintuni. (Lampiran XVII), tentu Kehadirannya tidak lebih tidak bukan untuk
“membela dan memenangkan Mohamad Lakotani’. Gerakan Pramuka adalah
Gerakan Moral, tapi dalam MUSDA Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2022
dibuat tak bermoral!

Tidak terima dengan kekalahan di Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat,
Lakotani, seperti yang telah di singgung pada point 1,5,8.11,12,13 dan 14. Lakotani
menggunakan Posisinya sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat untuk menekan
Para Kepala Daerah di Papua Barat (termasuk waktu wilayah Papua Barat Daya
Kini), yang “dibinanya” agar memerintahkan para perwakilan Pengurus Kwarcab
yang hadir untuk menyatakan menolak hasil Musda Gerakan Pramuka Papua Barat
yang dimenangi oleh Lasarus Indouw. (Lampiran XVIII)

Apa yang dilakukan Mohamad Lakotani hingga ngotot mengamankan Posisinya
agar kembali menjadi Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat,bukanlah tanpa
dasar. Dalam Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, ditemukan Anggaran
sebesar 30 Milyar selama Kepemimpinan Lakotani sebagai Ketua Kwarda
Gerakan Pramuka Papua Barat (2017-2022) yang di tidak dapat di pertanggung
jawabkan secara terperinci. (Lampiran XIX). Sehingga kemudian lahir permintaan
Internal Audit Keuangan di Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat
(Lampiran XX). Hal ini semakin membuat Mohamad Lakotani kalang kabut, dan
menghalakan segala cara agar dapat kembali menjabat sebagai Ketua Kwarda
Gerakan Pramuka Papua Barat.
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17.

18.

19.

Akibat Keegoisan Mohamad Lakotani dan upayanya untuk “mengamankan”
Skandal Penyalahgunaan Keuangan di Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat
selama kepemimpinnanya 2017-2022, sebagaimana yang telah di singgung di
Point 16, Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, dibuat terpecah. Dan seolah
menjadi Organisasi Pribadi yang fungsinya hanya untuk menyelamatkan Mohamad
Lakotani. Tentunya bagi mereka yang mencintai dan ingin Kwarda Gerakan
Pramuka Papua Barat bersih dari Kepentingan Politik, bersuara atas Arogansi
Mohamad Lakotani, dengan melayangkan surat untuk menjawab “Kubu” Mohamad
Lakotani (Lampiran XXI)

Sebagaimana Point 17, akibat adanya Surat Tanggapan Atas Penolakan Hasil
Musda, semakin membuat Mohamad Lakotani berang! Mohamad Lakotani pun
mengandeng PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw (yang tentu sangat
memiliki “kepentingan” terutama terkait dengan Dukungan Partai Politik apabila Maju
dalam Pilkada 2024 nanti). PJ Gubernur Papua Barat, selaku Ketua Majelis Pembina
Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat,menyurati Para Bupati dan Walikota agar
mempersiapkan pengurusnya untuk diadakannya MUSDALUB (Musyawarah
Daerah Luar Biasa) Kwarda Gerakan Pramuka. (Lampiran XXII). Lucunya entah
terlalu bernafsu membela sehingga menjadi Bodoh, atau memang Surat Palsu,
Surat PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, tertanggal 14 Januari
2022, sedangkan Musda Gerakan Pramuka Papua Barat saja dari tanggal 29
November sampai dengan 1 Desember 2022.

Alhasil MUSDALUB Gerakan Pramuka pun terlaksana, yang dilakukan secara
Virtual tanpa tatap muka sebagaimana MUSDA Kwarda Gerakan Pramuka Papua
Barat tanggal 29 November hingga 1 Desember. Hasil daripada itu tentu Mohamad
Lakotani kembali sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Periode
2022-2027. Namun Informasi yang PASTI Indonesia dapatkan, yang terjadi adalah,
Pertemuan trilateral meeting, antara PJ Gubernur Papua Barat, Paulus
Waterpauw, Lasarus Indouw selaku Pemenang Musda 2022, dan Mohamad
Lakotani, selaku Incumbent. Dimana Lasarus Indouw diminta secara sukarela
menandatangani “Surat Penyerahan” dan memberikan Jabatan Ketua Kwarda
Gerakan Pramuka Papua Barat kepada Mohamad Lakotani. (Karena waktu itu
Lasarus Indouw sedang dilanda persoalan Dugaan Pelecehan Seksual, yang
kemudian di jadikan “sandera” oleh Paulus Waterpauw.

Tentunya dengan terpilihnya kembali Mohamad Lakotani melalui Jalur “ORDAL” (Orang
Dalam), Persoalan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Kwarda Gerakan Pramuka Papua
Barat 2017-2022, tidak akan pernah terkuak dan hanya menjadi catatan usang yang tidak
perlu dipertanggung jawabkan!

Dengan Model Pemimpin seperti Mohamad Lakotani, apa yang bisa Masyarakat
Papua Harapkan? Selain tontonan Penambahan Kekayaan dalam LHKPN setiap
tahunnya.
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Jika pada periode DOA MU Jilid 1, kita mungkin masih dapat memaklumi seorang Gubernur
kesulitan untuk mengontrol banyak hal, karena itu peran Wakil Gubernur sangat dibutuhkan.
Atau kita mungkin masih dapat men-toleril suap kepada Komisioner KPU adalah bagian dari
upaya menjaga “Anak Negeri” asli Papua Barat agar tetap mendapatkan tempat di KPU.

Namun ini kemudian akan dilanjutkan di 2024 dengan DOA MU Jilid 2, apa penjelasan logis
yang dapat di terima Publik? Kegagalan dilanjutkan kembali dengan orang yang
bermasalah? Ya artinya Dua-Dua orang itu bermasalah!

Karena itu, PASTI Indonesia mengajak Masyarakat terkhusus di Papua Barat, untuk TOLAK
DOAMU JILID Il

Jakarta, 21 Juni 2024

Atas Nama Pethimpunan PASTI Indonesia

(Arex LongWuw)
Direktur Perhimpunan PASTI Indonesia

Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Umum Gerindra / Presiden Terpilih 2024-2029
3. Pimpinan Partai Politik
4. KPK

PASTI INDONESIA
7

WWW.PASTIINDONESIA.ORG
Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org
MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



http://www.pastiindonesia.org/
mailto:Seknas@pastiindonesia.org
mailto:Lapor@pastiindonesia.org

Lampiran |

Bukti Putusan Sidang
Wahyu Setiawan KPU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW PDIP dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1
kepada HARUN MASIKU.

Perbuatan Terdakwa | dan Terdakwa Il merupakan tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP;

DAN,
Khusus hanya untuk Terdakwa | :

Bahwa Terdakwa | WAHYU SETIAWAN, pada tanggal 7 Januari 2020
atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat
di Bank Central Asia (BCA) cabang Manokwari, Papua Barat, namun
berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, selaku Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara, yaitu Terdakwa | selaku anggota Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017 - 2022, yang
menerima hadiah atau janji, berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (/ima
ratus juta rupiah) dari ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO yang diterima
Terdakwa | melalui transfer pada rekening bank, padahal diketahui atau patut
diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan
dengan jabatannya, yaitu uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau
wewenang yang berhubungan pada jabatan Terdakwa | selaku Anggota KPU
RI, atau menurut pemikiran ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO ada
hubungannya dengan jabatan Terdakwa | selaku Anggota KPU RI terkait
proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun
2020 - 2025, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdapat agenda seleksi Calon Anggota
KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025. Dalam
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rangka proses seleksi tersebut dibentuk Panitia Seleksi yang dilantik oleh
KPU RI sekitar akhir bulan November 2019 di Jakarta.

- Setelah acara pelantikan selesai, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO
selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat yang menghadiri acara
pelantikan tersebut sempat bertemu dengan Terdakwa | di ruang kerjanya di
kantor KPU RI. Pada saat itu Terdakwa | menyampaikan “Bagaimana
kesiapan pak Gubernur, ahh cari-cari uang dulu”, yang dipahami oleh ROSA
MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO bahwa Terdakwa | selaku anggota KPU RI
diyakini dapat membantu dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi
Papua Barat karena secara umum diketahui adanya keinginan masyarakat
Papua agar anggota KPU Provinsi Papua Barat yang terpilih nantinya ada
yang berasal dari putra daerah asli Papua.

- Setelah kembali dari Jakarta, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO
melaporkan kepada DOMINGGUS MANDACAN selaku Gubernur Papua
Barat bahwa Terdakwa | diyakini dapat membantu memperjuangkan Calon
Anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih dengan imbalan berupa uang.
Atas penyampaian tersebut DOMINGGUS MANDACAN merespon dengan
mengatakan “Nanti kita lihat perkembangan”.

- Proses seleksi selanjutnya diikuti sekitar 70 (tujuh puluh) peserta seleksi
termasuk sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang peserta yang merupakan Orang
Asli Papua (OAP). Pada tahap memasuki proses wawancara dan tes
kesehatan ternyata hanya menyisakan 8 (delapan) peserta seleksi,
termasuk diantaranya 3 (tiga) peserta yang merupakan putra daerah Papua
yaitu AMUS ATKANA, ONESIMUS KAMBU dan PASKALIS SEMUNYA. Hal
ini menyebabkan warga masyarakat asli Papua melakukan aksi protes
(demonstrasi) di Kantor KPU Daerah Provinsi Papua Barat dengan tuntutan
agar peserta seleksi yang nanti terpilih menjadi anggota KPU Provinsi
Papua Barat harus ada yang berasal dari putra daerah Papua.

- Perkembangan hasil proses seleksi tersebut dilaporkan ROSA MUHAMMAD
THAMRIN PAYAPO kepada DOMINGGUS MANDACAN yang menanggapi
bahwa dengan adanya kondisi tersebut maka sebaiknya harus ada putra
daerah Papua yang terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat

supaya situasi keamanan bisa kondusif, sehingga DOMINGGUS
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MANDACAN akan mengupayakan sejumlah uang sebagaimana yang
pernah dibicarakan sebelumnya terkait proses seleksi tersebut.

- Pada tanggal 20 Desember 2019, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO
menghubungi Terdakwa | yang pada pokoknya membicarakan
perkembangan situasi di Papua yang kurang kondusif terkait proses seleksi
Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020 - 2025 maupun
arahan DOMINGGUS MANDACAN agar dari peserta seleksi yang tersisa,
yaitu AMUS ATKANA dan ONESIMUS KAMBU sebagai putra daerah Papua
dapat dibantu dalam proses seleksi agar terpilih.

- Pada tanggal 3 Januari 2020, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO
menerima titipan uang sebesar Rp500.000.000,00 (/ima ratus juta rupiah)
dari DOMINGGUS MANDACAN. Setelah menerima titipan uang tersebut,
ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menyetorkannya ke rekening
miliknya pada Bank Mandiri nomor 1600099999126 di Bank Mandiri Cabang
Manokwari untuk nantinya akan ditransfer ke rekening Terdakwa I.
Selanjutnya ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO memberitahukan
Terdakwa | bahwa telah ada uang yang akan diberikan kepada Terdakwa |
sekaligus meminta nomor rekening agar uang tersebut bisa ditransfer.

- Terdakwa | kemudian meminta tolong kepada IKA INDRAYANI selaku istri
dari sepupu Terdakwa |, agar meminjamkan rekening pribadinya dengan
alasan untuk keperluan bisnis. Setelah diberikan IKA INDRAYANI
selanjutnya Terdakwa | memberikan nomor rekening tersebut kepada ROSA
MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO.

- Pada tanggal 7 Januari 2020 bertempat Bank BCA Manokwari, ROSA
MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO melakukan pemindahan dana sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri
miliknya dengan cara menarik uang secara tunai dan selanjutnya melalui
bantuan PATRISIUS HITONG disetorkan tunai ke rekening Bank BCA
Cabang Purwokerto Nomor 0461132391 atas nama I|IKA INDRAYANI
sebagaimana arahan dari Terdakwa I.

- ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO lalu menyampaikan kepada
Terdakwa | bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) ke rekening atas nama IKA INDRAYANI. Terdakwa |
kemudian menghubungi IKA INDRAYANI untuk mengecek apakah sudah

Halaman 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang masuk dan setelah dicek oleh IKA INDRAYANI melalui BCA
mobile banking ternyata sudah ada uang yang masuk ke rekening tersebut.

- Bahwa Terdakwa | mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan
karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan
Terdakwa | selaku Anggota KPU RI, atau menurut pemikiran ROSA
MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO ada hubungannya dengan jabatan
Terdakwa | selaku Anggota KPU RI terkait proses seleksi Calon Anggota
KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025.

Perbuatan Terdakwa | merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Menimbang , Terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat
tuntutan pidana (requisitoir ) yang dibacakan di persidangan dituntut agar
pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa | WAHYU SETIAWAN, terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair, dan“melakukan tindak
pidana korupsi”’sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
11 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999
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Fakfak, Papua Barat: Terjadi aksi
pembakaran, pasukan TNI-Polisi 'digeser’ ke
Fakfak

21 Agustus 2019

RAMLI USWANAS

| Aksi pembakaran sejumlah fasilitas umum terjadi di Kota Fakfak, Rabu (21/08).

Unjuk rasa yang berujung ricuh di Kota Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (21/08), ditandai aksi pengrusakan dan
pembakaran sejumlah fasilitas umum, demikian sejumlah laporan.
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Aksi unjuk rasa sekelompok orang juga dilaporkan terjadi di Mimika, Provinsi Papua, yang ditandai tuntutan agar pemerintah pusat
serius menuntaskan tudingan kekerasan fisik dan verbal yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Kepolisian masih berusaha mengedepankan upaya persuasif dalam meredam kericuhan di Fakfak, kata salah-seorang pejabatnya.

Seorang pejabat kepolisian di Manokwari menyatakan bahwa pihaknya "menggeser" pasukan TNI-polisi ke Fakfak untuk
mengamankan wilayah itu dari kerusuhan.
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| Pasar sentral Thumburuni di Kota Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/08), dilaporkan dibakar sekelompok orang.

"Kepolisian dan TNI mengedepakan upaya persuasif," kata Kadispen Polisi Irjen Polisi Muhammad Igbal kepada wartawan di
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Jakarta, Rabu, menanggapi laporan terjadinya kerusuhan di kota Fakfak.

Kepolisian juga berusaha melibatkan tokoh agama, tokoh sentral di wilayah itu untuk meredam "kegiatan anarkis" di Fakfak.

Kepolisian masih berusaha mengedepankan upaya persuasif dalam meredam kericuhan di Fakfak, kata salah-seorang pejabatnya. Foto: Massa
berkerumun di depan Kantor Dewan Adat Fakfak, Rabu (21/08).

Sejumlah laporan media memperlihatkan adanya pengrusakan dan pembakaran anjungan tunai mandiri (ATM), beberapa bangunan
bank, bangunan pasar, serta kendaraan umum di sejumlah lokasi di Fakfak. Sejauh ini belum ada klarifikasi terkait pengrusakan ini.

Sementara itu, salah-seorang pengunjukrasa Deni Rahayan, pimpinan LSM Pasti Indonesia, mengatakan massa pengunjukrasa
"memilih mundur" setelah dibubarkan aparat kepolisian.

"Kita dihalau aparat keamanan dengan melemparkan gas air mata," ungkap Deni saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Rivan
Dwiastono, melalui sambungan telepon, sekitar pukul 12.00 (14.00 WIT), Rabu.
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Sejumlah laporan media memperlihatkan adanya pengrusakan dan pembakaran anjungan tunai mandiri (ATM), beberapa bangunan bank, bangunan
pasar, serta kendaraan umum di sejumlah lokasi di Fakfak.

Dalam aksi itu, mereka menuntut pemerintah daerah dan DPRD Fakfak untuk "bertanggungjawab atas stigma yang diterima
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masyarakat Papua."

"Kami juga meminta mereka untuk dialog konstruktif dengan pemerintah pusat,” katanya.

Pendemo juga meminta mahasiswa Papua di luar Papua untuk kembali ke Papua, karena khawatir dengan kondisi saat ini.

Unjuk rasa di Sorong: Massa datangi Kantor Wali Kota

Sementara, unjuk rasa di Sorong, Papua Barat, ditandai aksi menduduki kantor Wali Kota hari ini, Rabu (21/08).

Massa aksi menyerahkan tuntutan kepada Wali Kota, Lambert Jitmau. Salah satu tuntutan massa aksi adalah meminta Presiden
Joko Widodo datang langsung ke Papua untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi.

&l

| Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/08).
"Kami tidak meminta Presiden Jokowi meminta maaf lewat media televisi atau apapun. Tuntutan massa aksi (Presiden Jokowi)
harus datang sampai di Papua dan melakukan klarifikasi, minta maaf," kata Alfo Reba, mahasiswi STIKES Sorong sekaligus

pengunjuk rasa kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC Indonesia, Rabu (21/08).

Saat ini, massa aksi, kata Alfo telah memblokade jalan menuju gedung wali kota. Massa aksi bukan hanya dari mahasiswa tapi juga
masyarakat Papua.

"Kami cukup kewalahan karena ini massa cair," katanya.

Pengibaran bendera 'Bintang Kejora' di Fakfak

Seperti dilaporkan wartawan di Kota Manokwari, Safwan Ashari, untuk BBC News Indonesia, Karo Ops Polda Papua Barat Kombes
Pol Drs. Moh. Sagi, mengatakan pihaknya "menggeser" personil TNI dan polisi ke Kota fakfak, Rabu, menyusul kerusuhan di
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wilayah itu.

"Kita kirim BKO dari Manokwari yang sebetulnya dikirim dari luar Papua, ke sini (Manokwari), namun kita geser beberapa ke Fakfak
untuk membantu di sana," tutur Moh. Sagi.

Sementara itu, salah-seorang pengunjukrasa Deni Rahayan, pimpinan LSM Pasti Indonesia, mengatakan massa pengunjukrasa "memilih mundur”
setelah dibubarkan aparat kepolisian.

Sampai pukul 13:30 WIT, pihaknya mendapatkan informasi bahwa kota Fakfak dalam "situasi aman".

"Situasi di sana masih bisa di kendalikan, adapun info gambar gambar yang ada kegiatan, masih ada insiden pembakaran, namun
sudah bisa di kendalikan," ungkapnya.

Berkaitan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, Sagi membenarkannya.

"Pengibaran bendera (Bintang Kejora), memang di sana (Fakfak) ditemukan, sehingga sudah di minta untuk diturunkan oleh
beberapa rekan di sana. Dan tadi juga sudah diturunkan," ucap Sagi.

"Sampai saat ini tidak ada bendera 'lain' yang berkibar di Fakfak, kecuali bendera Merah Putih di sana," kata Sagi.

‘Bangunan pasar dibakar"

Memasuki Rabu siang, pelaku unjuk rasa di Fakfak membubarkan diri, sementara ratusan aparat keamanan terus melakukan
penjagaan sejumlah objek vital di wilayah itu, ungkap warga setempat.

"Berangsur normal mesti masih dalam kondisi 'tidak nyaman'," kata salah-seorang warga Fakfak kepada wartawan Muhammad
Irham untuk BBC News Indonesia, Rabu (21/08).
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"Fasilitas pertokoan, kantor, sekolah itu tutup sementara. Tapi kalau untuk masyarakat sih bisa lalu lalang tapi tak banyak, karena
kondisi masih tidak nyaman," kata Ramli.

Kericuhan di Kabupaten Fakfak, sambungnya, membuat kantor Dewan Adat Fakfak serta sejumlah rumah di sekitarnya juga ikut
terbakar, lapornya.

Selain itu, Pasar Sentral Thumburuni juga terbakar dan kantor Bank Mega dan Bank Papua dilempari batu, tambahnya.

"Beberapa mobil angkutan, lapak-lapak tempat jualan masyarakat, beberapa rumah terbakar," lanjut Ramli.

Kericuhan 'dipicu’ pengibaran Bendera Bintang Kejora

Dari pengamatan Ramli di lapangan, puncak kericuhan terjadi sekitar pukul 12.30 WIT. Saat itu dua massa aksi bentrok dipicu
pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman gedung Dewan Adat Mbaham Matta di Jalan Salasa Namudad Kawasan Reklamasi
Pantai.

"Satu massa dari yang demo, terus massa yang dari penduduk setempat juga yang melakukan perlawanan. Terjadilah kaos dua
massa," katanya.

Saat ini, kata Ramli, ratusan polisi dan TNI sudah berjaga-jaga di sejumlah objek vital Kabupaten Fakfak.

"Kurang lebih itu polisi dan TNI 100 lebih gabungan. Mereka jaga di aset negara, pelabuhan, kantor bupati, rumah sakit, terus masih
ada massa di tempat-tempat, masing-masing menjaga situasi," lanjut Ramli.

Gubernur Papua Barat: ‘Masyarakat jangan terpancing’

Sementara itu, di tempat yang sama, Gubernur Papua Barat, Dominggus meminta masyarakat agar tidak terpancing melakukan
aksi kekerasan dan pengrusakan.

"Kalau demo-demo damai itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan terpancing, persoalan di Surabaya dan Malang, ini kita merusak
kota kita sendiri," ucapnya.

"Sekarang kita sudah rusak sendiri, kita butuh uang berapa banyak lagi untuk bangun kembali lagi," kata Dominggus.

Ucap dia, uang bantuan yang tadinya disiapkan untuk membantu ekonomi rakyat dan pendidikan. "Ini justru kita bangun gedung
dengan ratusan milyar lagi."

Ricuh Mimika 'teratasi’, TNl tambah 1.00 orang pasukan

TNI menambah 100 pasukan ke Timika, Kabupaten Mimika, pasca aksi unjuk rasa yang diwarnai pelemparan batu ke gedung
DPRD setempat di Jalan Cendrawasih, Timika, sekitar pukul 13.00 WIT.

"Kita siapkan tadi 1 SSK (100 personil). Dari batalyon 754 tadi BKO ke kodim, jadi di bawah kendali kodim," kata Kepala
Penerangan Kodam (Kapendam) Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto dalam wawancara dengan wartawan Muhammad Irham,

yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (21/08).

Eko melanjutkan, aksi pelemparan batu ke arah gedung DPRD Mimika dilakukan oleh 300an orang. "Tapi sudah bisa diatasi,"
katanya.

la juga memastikan seluruh wilayah khususnya di Papua tidak ada aksi massa yang berarti. Kondisi di Jayapura misalnya, seluruh
aktivitas perkantoran, sekolah, rumah sakit, pasar dan layanan publik lainnya beroperasi seperti biasanya.

"Tidak ada aksi-aksi. Mal pun buka," kata Eko.

Sebelumnya, demonstrasi di Timika sempat ricuh. Pengunjuk rasa sempat melempari batu ke arah gedung DPRD Mimika. Mereka
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Demianus Tuturop (Doc. Pribadi)

The Papua Journal - Demianus Tuturop, Ketua Dewan Adat
Mbaham Matta mengatakan mayarakat adat membutuh
diperhatikan serius dari Pemda Fakfak. Hal ini dikatakan kepada
The Papua Journal di kantor sementara dewan adat Mbaham
Matta, Kampung Lusi Peri, Fakfak, Papua Barat, Rabu (16/11).

Demianus Tuturop yang ditemui di ruang kerjanya ini meminta
Kantor Dewan adat yang adalah citra masyakat adat harus
diperhatikan.

“Kurang lebih tiga tahun masa kepemimpinan bupati Untung
Tamsil, dan juga wakil bupati Yohana Dina Hindom di
Kabupaten Fakfak tetapi belum memberikan perhatian serius
terhadap masyarakat adat dalam hal pemberdayaan
masyarakat adat, seperti rumah adat. Terlebih pembangunan
kantor dewan adat Mbaham Matta, Fakfak,” kata Demianus
Tuturop.
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maupun keluarga dan anggota panguyuban yang berada di
6/2k@5@§@é?{\¢okfok. Oleh sebalstuaiaytan Mgmmrﬁiy@ﬂa Minta Pemda Fakfak Perhatikan Kantor Dewan Adat - The Papua Jurnal
perhatian khusus dan dibangun kembali.

“Kantor dewan adat Mbaham Matta ini penting karena
fungsi keberadaannya adalah untuk kelancaran kerja-kerja
dewan adat Mbaham Matta Fakfak,” katanya lagi.

Menurut Demianus Tuturop, kantor dewan adat harus dibangun
di tengah kota karena kantor dewan adat itu cermin eksistensi
masyarakat adat Mbaham Matta yang juga bagian dari tanah
ini.

Baca Juga: GMC 2022 Ajak Media Ubah Masa Depan Anak
Muda

Sebagai informasi, kantor sementara dewan adat Mbaham
Matta di kampung Lusi peri, Distrik Fakfak adalah sebuah ruang
yang dipinjamkan Pos Kontak Elsham Papua Wilayah Fakfak
(Alfa Rohrohmana)

Artikel Selanjutnya

Editor: Aprila Wayar
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Korupsi Koni Papua Barat



Polda Papua Barat selamatkan uang
negara Rp20,5 miliar pada kasus KONI

NIB

“ '.‘ ‘I‘- - ". - # ...' 1
@ Rabu, 16 Agustus 2023 15:08




Lampiran IV
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Lampiran V

1. Mohammad Lakotani 2017 Ketua
Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat
2. Status Warga Binaan Pemasyarakatan
An Frans W. Fimbay
3. Frans W. Fimbay Dilantik Di Istana
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Lampiran VI

Anak 8 Suku Korban Pendidikan Fiktif
Di Kaimana yang hanya
Dijadikan Ajang Kampanye
Mohammad Lakotani
Pilkada 2017
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PASTI Indonesia: Beasiswa Fiktif Kaimana
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Klaim Masyarakat Tionghoa
Dukung Capres PFilihan Jokowi,..

SATPOL PP Fakfak Gelar Uji
Publik Rancangan PERDA..

JAKARTA (MAnews) - Beragam penyelewengan dalam penggunaan dana Bantuan Sosial
(BANSOS) diberagam daerah agaknya kian terungkap, di Kaimana, Papua Barat,
diduga telah terjadi sejumlah penyalahgunaan dana BANSOS dengan beragam dalih
berupa program fiktif, salah satunya ialah program beasiswa sekolah keluar negeri
yang mengakibatkan sejumlah siswa asal Papua harus terlantar di Jakarta hingga saat Trending

|r|| ]

0000

Hal tersebut terungkap berdasarkan sejumlah investigasi yang telah dilakukan oleh
sebuah lembaga pemantau anggaran dan gerakan anti korupsi - Perhimpunan Aksi
Solidaritas Untuk Transparansi Dan Independensi Indonesia (PASTI Indonesia) yang
telah melakukan investigasi terkait kasus ini sejak lama, telah melaporkannya kepada

q @ AT Jﬂ*mmmm I'ﬂm i

TETANG nJr TIBANDAN HETEATRAMAN MU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan belum ditindaklanjuti hingga hari ini. FRTH PERLING n...n|||1 |ur

Program yang tenggarai sebagai program fiktif tersebut bermula dari ide awal Bupati
Kaimana yang merencanakan program studi gratis ke Jerman pada awal Tahun 2013.

1 SATPOL PP Fakfak Gelar Uji Publik
Sebelumnya ada delapan siswa dari Kaimana, masing-masing dari SMA Negeri 1 Rancangan PERDA Ketertiban &..
Kaimana, SMU YPK Efata dan SMU YPPK Aquino Kaimana yang dikirim untuk Berita T :
mengikuti program pembimbingan belajar sistem cepat di Yayasan Yohanes Surya

[Surya Institute}]akarta 2 Klaim Masyarakat Tionghoa Dukung

Capres Pilihan Jokowi, PASTI Indonesia : H..

Kedelapan siswa tersebut diberangkatkan ke lembaga pendidikan Yohanis Surya

setelah naik kelas 1l SMU, sehingga total waktu belajar di Yohanis Surya tidak melebihi 3 Pemilik Hak Ulayat Nyatakan Sikap,
2 tahun. Terkait Pupuk Kaltim di Fakfak.

Permasalahan yang sangat tidak lazim adalah karena ketika menjelang waktu 2 bulan

masa ujian akhir nasional, mereka langsung dikeluarkan dari sekolah atas perintah 4 E:;':;E:;?;[:?;ﬂ::pmm
bupati. Padahal dalam kesepakatan perjanjian kerjasama antara Pemda Kaimana B

dengan Yayasan Yohanes Surya itu tentu sudah mengikat bahwa siswa-siswa tersebut

akan dibina dalam proses belajar mengajar hingga tamat SMU baru dikembalikan 5 Terindikasi Paksa Gelar Musdalub Kwarda
kepada Pemda untuk merencanakan kelanjutan studi mereka. P, B, KEpeuLingan Selo ..
Kedelapan orang tersebut akhirnya tidak mengikuti ujian di Surya Institute - Jakarta,

lantaran dikeluarkan atas permintaan bupati. Mereka ketika kembali di Kaimana pun

tidak diarahkan untuk mengikuti ujian akhir meskipun nama mereka sudah terdaftar Kabar Papua @

disekolah asal masing-masing di Kaimana.

Alhasil, dari 8 siswa tesebut hanya ada 1 anak yang memilih keluar lalu kembali ke
sekolah asalnya untuk mengikuti Ujian Akhir Nasional dan ternyata lulus hingga anak

yang bersangkutan telah melanjutkan kuliah di Universitas Samratulangi Manado. U BUGCMANGANGAN P RATURAN DAERAL
EATFGL PP Fakfak Gelar Uji Publik

Rancangan PERDA Ketertiban &...

Sementara 7 anak lainnya hanya diminta untuk mengurusi kelengkapan administrasi
KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk kepentingan syarat pengurusan visa ke

Jerman. b & &b & &b

Konon kabarnya waktu mereka sangat mendesak sehingga tidak sempat mengikuti
ujian akhir, sehingga mereka setelah kembali Jakarta nanti hanya 1 minggu untuk
kepengurusan visa setelah itu langsung diberangkatkan ke Jerman.

Ternyata apa yang digembor-gemborkan oleh bupati itu tidak semudah yang
dibayangkan, dimana mereka belum bisa langsung berangkat ke Jerman tetapi harus
menunggu di Jakarta sambil mengikuti kursus bahasa Jerman selama lebih dari 1
tahun baru diberangkatkan ke Jerman pada Bulan September 2014,

Dikarenakan mereka tidak mengikuti ujian akhir nasional baik di Jakarta maupun
Kaimana sehingga oleh Dinas Pendidikan Kaimana hanya memberikan mereka ijazah
Paket C.

“ljazah paket C itu direkayasa sedemikian rupa tanpa melalui prosedur ujian paket C
sesuai ketentuan yang berlaku. Pasalnya mereka juga tidak mengikuti ujian paket C
secara kolektif yang dilaksanakan di Kaimana karena saat itu mereka berada di Jakarta.
Mereka langsung dibuatkan ijazah dengan mencantumkan nama lembaga pendidikan
asal adalah “Kelompok Belajar simora”. Nama kelompok belajar ini adalah FIKTIF karena
di kaimana tidak pernah ada nama kelompok belajar Simora.” Ujar Along,seorang aktivis
anti korupsi dari PASTI Indonesia.

KONDISI SETELAH DI JERMAN

Para siswa itupun akhirnya diberangkatkan ke Jerman, total ada 8 orang siswa,
dimana 7 orang lulusan SMU dan 1 orang lulusan 51 berstatus PNS.

"Bupati sengaja melengkapi peserta menjadi 8 orang sebagai simbol bahwa mereka yang
ke Jerman tersebut mewakili 8 suku asli kaimana.” Ujar Along kembali.

Menurut pengakuan mereka, ketika di Jerman langsung menginap bersama disatu
rumah yang sudah dikontrakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati. Tiga
bulan pertama dari akhir September hingga Desember 2014, semua fasilitas masih
ditanggung langsung oleh pihak [ll, namun setelah memasuki Tahun 2015 semua
tagihan biaya dibayarkan langsung oleh mereka sendiri.

“Para siswa ini kemudian dipaksa untuk membayar 4 jenis pembiayaan yang sifatnya
langsung dan wajib setiop bulan diantaranya, biaya Kost perorang harus memenuhi
sebesar 237,5 euro, biaya Kursus 280 euro, biaya Asuransi 53 euro dan biaya Angkutan
sebesar 52 euro, sehingga total biaya yang wajib dibayar setiap bulan adalah sebesar 622
euro” ujar Along.

DUGAAN KERUGIAN NEGARA

Pada Tahun 2014, Bupati Kaimana menganggarkan Dana untuk bantuan study bagi
anak-anak Kaimana ke Jerman sebesar Rp. 6 milyar, pada pembahasan RAPBD
Kabupaten Kaimana Tahun 2014, sempat ditanya melalui Pandangan Umum Fraksi
PKPE Berdaulat terhadap sambutan Bupati tentang Penyampaian Nota Keuangan
APBD Tahun 2014 terkait alokasi Dana scbesar 6 Milyar rupiah untuk Bantuan
Pendidikan ke Jerman.

Fraksi PKPBE meminta penjelasan bupati tentang: Rincian penggunaan anggaran
tersebut, alokasi anggaran tersebut untuk berapa orang, untuk berapa lama, dan
siapa mitra Pemda dalam pengiriman mahasiswa tersebut yang diketahui dilakukan
dengan sistem pemunjukan langsung tersebut.

“Berdasarkan rapat dengan DPDRD Kaimana, Bupati menyatakan bahwa rincian
Anggaran sebesar Rp. 6 Milyar tersebut digunakan untuk persiapan keberangkatan, biaya
kuliah program freshman dan biaya kulioh untuk program kesarjanaan strata 1. Total
waktu perkuliahan dari freshman year sampai dengan selesai kurang lebih 4 tahun, Mitra
kerja Pemda adalah lembaga IDEA melalui PT. Medisarana Eduglobal. Dari jawaban
bupati sudah terlihat jelas bahwa dana yang dianggarkan sebesar 6 Milyar rupiah
tersebut dianggap tuntas untuk biaya kuliah 8 orang selama 4 Tahun di ferman. " ujar
Along.

BENTUK - BENTUK KEJANGGALAN

Berdasarkan investigasi dari PASTI Indonesia, program ini ditemukan memiliki
sejumlah kejanggalan, semisal dana yang sudah diangzarkan pada pada APBD 2014
sebesar Rp. 6 Milyar untuk target kuliah hingga strata 1 selama 4 tahun, tapi
kemudian ada penambahan Dana lagi pada APBD 2015 sebesar Rp. 6.445.000.000
dan pada APBD 2016 sebesar Rp. 9 Milyar.

“Mereka 8 orang tersebut, hanya mengikuti kursus bahasa di ferman dan tidak mengikuti
program freshman/ studientkolleg sehingga sama sekali tidak kuliah di Jerman. Selain itu,
keberadaan anak-anak Kaimana tersebut di ferman tidak mencapai waktu selama 4
tahun seperti yang disampaikan oleh bupati.” Ujar Along

Kejanggalan lain terlihat dari, keberangkatan anak-anak Kaimana tersebut sejak awal
tidak bertujuan untuk kuliah tetapi semata-mata hanya untuk mengikuti kursus,
karena mereka berangkat dengan menggunakan visa kursus dan bukan visa belajar.
Dimana visa kursus tidak bisa dikonversi menjadi visa studi, sehingga masa tinggal
mereka di Jerman tidak boleh melebihi jangka waktu 2 tahun.

“Mereka 8 orang dimaksud telah mengikuti tes masuk ke Studientkolleg, tetapi tidak lulus
sehingga langsung dipulangkan. 4 orang sudah duluan dipulangkan ke Indonesiag,
sedangkan 4 orang lagi diprediksi akan kembali ke Indonesia pada akhir Agustus atau
September awal 2016, dikarenakan visa mereka tidak dapat diperpanjang lagi. Sehingga
total waktu selama mereka di ferman tidak mencapai dan atau melebihi masa 2 tahun.”
Ujar Along

Berdasarkan penelusuran PASTI Indonesia, ditemukan fakta bahwa mitra Kerja
Pemda yang disampaikan oleh Bupati masih tidak jelas, karena ada 3 vers
diantaranya adalah PT. Medisarana Eduglobal, Mitra Kerja yang dimaksud ini sesuai
penjelasan bupati dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kaimana Tahun 2014,

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Kaimana dengan University of
Science Wurzhburg - Schwrinfrut Jerman dan Letters of Intens (Lol) di bidang
Pendidikan dengan Hanze University Aplied Sciences Groningen The MNetherlands,
bahwa mitra Kerja dimaksud ini diduga fiktif tetapi sengaja diyakinkan kepada DPRD
dan masyarakat untuk dijadikan alasan agar bupati dan rombongan yang terdiri dari
beberapa Kepala SKPD dan Ketua Dewan Adat Kaimana bisa melakukan perjalanan
ke Luar Negeri.

“Terdapat nama PT. Bursa Comindo Infotama (PT. BCl), Mitra Kerja terakhir ini yang
diketahui bekerjasama dengan bupati, tetapi diduga tidak memilki kwalifikasi (bukan
lembaga resmi) yang punya kwalifikasi dalam mengelola urusan perkuliahan calon
mahasiswa Indonesia ke luarnegeri,” ujar Along

TOTAL JUMLAH ANGGARAN PADA APBD

Semua pembiayaan mereka ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Pos Dana
Bansos (Bantuan sosial), yang dianggarkan sebesar Dua Puluh Dua Milyar seratus
Lima Puluh Juta Rupiah, Masing-masing sebagai berikut:

1. APBD Tahun 2014 = Rp. 6.000.000.000
2. APBD Tahun 2015 = Rp. 6.445.000.000
3. APBD Tahun 2016 = Rp. 9.700.000.000

“Menurut kami dari PASTI Indonesia, bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Korupsi
pada Dana Bansos APBD Kabupaten Kaimana sejak Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun
2016. Pada prinsipnya program kerja sama antara Bupati Kaimana dengan pihak ketiga
tidak pernah diketahui isi dokumennya oleh DPRD maupun masyarakat, sehingga potensi
praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat besar terlah dilakukan oleh Bupati
Kaimana Matias Mairuma. Selain itu, program pendidikan ke ferman ini menganggarkan
Dana sebesar Rp. 22.150.000.000, sedangkan hasil yang diperoleh tidak sebanding
dengan fakta sesungguhnya.” Ujar Along.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh PASTI Indonesia, ditemukan fakta
bahwa tidak ada aktivitas kuliah yang dilakukan oleh anak-anak asal Kaimana yang
dikrim ke Jerman. Anak-anak yang dikirim ke Jerman tersebut hanya mengikuti kursus
bahasa Jerman sebagaimana visa yang mereka miliki, sehingga tidak dapat tinggal di
Jerman melebihi batas waktu 2 tahun.

“Prediksi sementara dari total Dana Bantuan yang mengalir sampai ke 8 orang anak-anak
asli Kaimana yang kirim oleh Bupati tidak mencapai Rp. 2 Milyar, sehingga potensi
penyalahgunaan sangat besar telah dilakukan oleh Bupati Kaimana." Ujar Along

Dalam penelusurannya, PASTI Indonesia pula menemukan sejumlah barang bukti
yang telah dilaporkan kepada KPK di Jakarta, diantaranya ialah Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK atas APBD Kabupaten Kaimana Tahun 2015, DPA 2014 , DPA 2015
dan DPA 2016.

"Sekiranya KPK dapat menjadikan Data Temuan pada LHP BPK 2015 sebagai pintu masuk
untuk mengungkap total kerugian Negara dari Tahun 2014 - 2016." Tukas Along.

PASTl Indonesia pula menemukan indikasi bahwa Bupati Kaimana sengaja

mengusung program pendidikan yang direkayasa tanpa ada proses seleksi dan
perencanaan yang matang.

"Bupati Kaimana ini sering digembor-gemborkan dengan isu bahwa dialah satu-satunya
Bupati di Papua yang melakukan terobosan menggunakan APBD Kabupaten untuk
mengirim anak - anak daerah Kaimana ke Jerman, ternyata ini hanya bertujuan untuk
membangun pencitraan politik sesaat menjelang Pilkada 2015, sekaligus dijadikan ladang
korupsi Dana Bansos. Kejadian ini sudah sangat jelas merugikan keuangan Negarag,
membohongi masyarakat Kaimana, serta mengorbankan masa depan anak-anak Papua
asal Kaimana yang berasal dari keluarga miskin di kampung - kampung terpencil.”
Pungkas Along (DPR/DLL)
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KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA A

Tambahan Berita Negara R.1 Tanggal 15 April 2016 No. 30

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan
harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA :PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.
2. Jabatan : PNS - (CALON WAKIL BUPATI KAIMANA)
3. Alamat Kantor : JI. KASUARINA, KAIMANA
4. Tanggal Pelaporan : 1 Agustus 2015
Il. DATA HARTA
A. HARTA TIDAK BERGERAK = Rp. 180.600.000

(TANAH DAN BANGUNAN)

1. Tanah seluas 1.159 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2008 NJOP Rp.150.000

2. Tanah seluas 315 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---,
perolehan tahun 2006 NJOP Rp.150.000

3. Tanah seluas 543 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2009 NJOP Rp.150.000

4. Tanah seluas 296 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2008 NJOP Rp.150.000

5. Tanah seluas 900 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2003 NJOP Rp.90.000.000

6. Tanah seluas 695 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---,
perolehan tahun 2013 NJOP Rp.90.000.000

7. Tanah seluas 635 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---,
perolehan tahun 2005 NJOP Rp.0

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI . Rp. 172.000.000

DAN MESIN LAINNYA
1. Mobil, merk TOYOTA YARIS, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp.150.000.000

1
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2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2008 nilai jual Rp.7.000.000
3. Motor, merk YAMAHA, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2013 nilai jual Rp.15.000.000

b. PETERNAKAN, Rp. 300.000.000
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA

1. PERKEBUNAN, sejumlah 3 HA KEBUN PALA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2010, dengan nilai jual Rp.300.000.000

c. HARTA BERGERAK Rp. 0
LAINNYA

1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun
1999 sampai dengan 2013 dengan nilai jual Rp.0

C. SURATBERHARGA i Rp. 0
D. GIRO DAN SETARAKAS = Rp. 110.000.000
LAINNYA

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.110.000.000
E. PIUTANG v Rp. 0
TOTAL HARTA (II) ................................. Rp. 762.600.000
lll. HUTANG s Rp. 0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (Il -1) .. Rp. 762.600.000

Jakarta,13 Oktober 2015

MENGETAHUI, DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN PEMERIKSAAN LHKPN

PLH. DEPUTI PLH. DIREKTUR
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GIRI SUPRAPDIONO ADLINSYAH M.N

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan
tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa
harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
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KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1
REPUBLIK INDONESIA B

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 4 Nopember 2016 No. 88

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan
harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.
2. Jabatan : CALON WAKIL GUBERNUR - PROVINSI PAPUA
BARAT PERIODE 2017 - 2022
3. NHK : 208379
4. Alamat Kantor L -
5. Tanggal Pelaporan - 1 Agustus 2015, 24 Agustus 2016
Status Laporan
1 Agustus 2015 24 Agustus 2016
Il. DATA HARTA
A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 180.600.000 | Rp. 681.450.000
(TANAH DAN BANGUNAN)
1. Tanah seluas 635 m2, di Kabupaten - Rp. 95.250.000
KAIMANA, yang berasal dari HASIL

SENDIRI, perolehan tahun 2005
(Perubahan Atas Data yang
dilaporkan sebelumnya)
2. Tanah seluas 900 m2 , di Kabupaten Rp. 90.000.000 | Rp. 135.000.000
KAIMANA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2003
(Perubahan Atas Data yang
dilaporkan sebelumnya)
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Tanah seluas 695 m2 , di Kabupaten
KAIMANA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2013
(Perubahan Atas Data yang
dilaporkan sebelumnya)

Tanah seluas 543 m2 , di Kabupaten
KAIMANA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2009
(Perubahan Atas Data yang
dilaporkan sebelumnya)

Tanah seluas 296 m2 , di Kabupaten
KAIMANA, yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun 2008
(Perubahan Atas Data yang
dilaporkan sebelumnya)

Tanah seluas 1.159 m2 , di
Kabupaten KAIMANA, yang berasal
dari HASIL SENDIRI, perolehan
tahun 2008 (Perubahan Atas Data
yang dilaporkan sebelumnya)

Tanah & Bangunan seluas 315 m2 &
180 m2, di Kabupaten KAIMANA,
yang berasal dari HASIL SENDIRI ,
perolehan tahun 2006 (Perubahan
Atas Data yang dilaporkan
sebelumnya)

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI

DAN MESIN LAINNYA

Mobil, merk TOYOTA YARIS, tahun
pembuatan 2009, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan tahun
2011

Motor, merk HONDA, tahun
pembuatan 2008, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan tahun
2008

Motor, merk YAMAHA, tahun
pembuatan 2013, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan tahun
2013

Status Laporan

1 Agustus 2015 24 Agustus 2016
Rp. 90.000.000 | Rp. 104.250.000
Rp. 150.000 | Rp. 81.450.000
Rp. 150.000 | Rp. 44.400.000
Rp. 150.000 | Rp. 173.850.000
Rp. 150.000 | Rp. 47.250.000
Rp. 172.000.000 | Rp. 172.000.000
Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000
Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000
Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000
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b. PETERNAKAN,
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN, KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA

1. PERKEBUNAN, sejumlah 3 HA
KEBUN PALA, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan tahun
2010

c. HARTA BERGERAK
LAINNYA

1. LOGAM MULIA, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan dari
tahun 1999 sampai dengan 2014
(Perubahan Atas Data yang
dilaporkan sebelumnya)

C. SURAT BERHARGA

D. GIRO DAN SETARA KAS

LAINNYA

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI
(Penambahan Data Harta Kekayaan,
Perubahan atas data yang
dilaporkan sebelumnya)

2. Yang berasal dari --- (Penambahan
Data Harta Kekayaan)

E. PIUTANG
1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN
UANG (Penambahan Piutang baru)
TOTAL HARTA (ll)

lll. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN

(1n-11)

Status Laporan

1 Agustus 2015 24 Agustus 2016
Rp. 300.000.000 | Rp. 300.000.000
Rp. 300.000.000 | Rp. 300.000.000
Rp. 0 | Rp. 0
Rp. 110.000.000 | Rp. 190.000.000
Rp. 110.000.000 | Rp. 175.000.000
..... Rp. 15.000.000
Rp. 0 | Rp. 155.000.000
..... Rp. 155.000.000
Rp. 762.600.000 |Rp. 1.498.450.000
Rp. 762.600.000 |Rp. 1.498.450.000
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Status Laporan

1 Agustus 2015 24 Agustus 2016

Catatan:

Berita Negara Republik Indonesia 1
Tanggal 4 Nopember 2016 No.88 ]

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang
dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk
menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak
pidana.

Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman
resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan  kewajiban
Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.

Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak
secara otomatis
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Mei 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA
. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 208379
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.065.894.000

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000

2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 165.000.000

3.  Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.250.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

5.  Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

9. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.157.584.000



Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000

12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 648.060.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 516.117.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 371.117.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 439.760.000

D. SURAT BERHARGA Rp. - |

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.693.964.230

F. HARTA LAINNYA Rp. 155.000.000

Sub Total Rp. 8.870.735.230

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 8.870.735.230
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Oktober 2019.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA
. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 208379
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.360.250.000

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000

2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 165.000.000

3.  Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.250.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

5.  Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

9. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000



KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL
SENDIRI Rp. 700.000.000

12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 829.117.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000

2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 371.117.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 439.760.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.183.090.444

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 11.812.217.444

[ll. HUTANG Rp. 1.746.619.195

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 10.065.598.249
Catatan:

1

3,
4.

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 Maret 2020.
Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.






KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 208379
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.350.500.000

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 117.000.000

2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 165.500.000

3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.500.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 187.500.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 205.000.000

9. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL
SENDIRI Rp. 710.000.000

12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
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SENDIRI Rp. 735.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 752.500.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 335.000.000

2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 7.500.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 335.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 475.640.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.501.949.083

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 14.080.589.083

. HUTANG Rp. 704.494.809

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 13.376.094.274
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.






KPK 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 208379
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.405.000.000

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000

2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000

3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000

6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 188.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 206.000.000

9. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 510.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

11. Tanah Seluas 5589 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL
SENDIRI Rp. 710.000.000

12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
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SENDIRI Rp. 750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 600.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 CVT NSP151R - (CHXVKD) Tahun
2021, HASIL SENDIRI Rp. 273.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 513.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.342.180.518

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 14.860.180.518

. HUTANG Rp. 704.494.809

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 14.155.685.709
Catatan:

2

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.






Komisi Pemberantasan Korupsi

PERBANDINGAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA : MOHAMAD LAKOTANI
LEMBAGA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

SUB UNIT KERJA

JABATAN

NHK

1 208379

PERBANDINGAN

: WAKIL KEPALA LEMBAGA

: WAKIL GUBERNUR

. 2018 (31 Desember 2018)

LHKPN

* Situs ini hanya menampilkan Perbandingan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang

disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2018 dan seterusnya).

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

10.

Tanah Seluas 635 m2 di KAB /
KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 900 m2 di KAB /
KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 695 m2 di KAB /
KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah dan Bangunan Seluas 543
m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah dan Bangunan Seluas 296
m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 1159 m2 di KAB /
KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah dan Bangunan Seluas 315
m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 12500 m2 di KAB /
KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB
| KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI

Tanah dan Bangunan Seluas 104
m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI

Pelaporan LHKPN Pelaporan LHKPN
31 Desember 2021 31 Desember 2018

6.405.000.000
0

5.065.894.000
115.000.000

165.000.000

115.250.000

150.000.000

180.000.000

185.000.000

250.000.000

200.000.000

500.000.000

2.157.584.000

Kenaikan / (penurunan)

Jumlah

1.339.106.000
0

%

26,43%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp

i

Tanah Seluas 7500 m2 di KAB /
KOTA MANOKWARI, HASIL
SENDIRI

Bangunan Seluas 40 m2 di KAB /

KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI

Tanah Seluas 635 m2 di KAB /

KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 900 m2 di KAB /

KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 695 m2 di KAB /

KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Tanah dan Bangunan Seluas 543

m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah dan Bangunan Seluas 296

m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 1159 m2 di KAB /

KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Tanah dan Bangunan Seluas 315

m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 12500 m2 di KAB /
KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 30000 m2 di KAB /
KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI

Tanah dan Bangunan Seluas 104

m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI

Tanah Seluas 5589 m2 di KAB /
KOTA MANOKWARI, HASIL
SENDIRI

Bangunan Seluas 40 m2 di KAB /

KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI

MOBIL, TOYOTA YARIS
MINIBUS Tahun 2009, HASIL
SENDIRI

MOTOR, HONDA SEPEDA
MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI

MOTOR, YAMAHA SEPEDA
MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI

MOBIL, TOYOTA FORTUNER
MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI

MOBIL, TOYOTA FORTUNER
MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI

MOTOR, YAMAHA SEPEDA
MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI

0

0

120.000.000

170.000.000

120.000.000

220.000.000

151.000.000

188.000.000

260.000.000

206.000.000

510.000.000

3.000.000.000

710.000.000

750.000.000

600.000.000
0

320.000.000

6.500.000

400.000.000

648.060.000

516.117.000
130.000.000

5.000.000

10.000.000

371.117.000

83.883.000
0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16,25%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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7. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 CVT
NSP151R - (CHXVKD) Tahun
2021, HASIL SENDIRI

. HARTA BERGERAK LAINNYA
. SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS
HARTA LAINNYA

Sub Total

mmo o

. HUTANG
[l

TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-11)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

273.500.000

513.000.000

0
7.342.180.518
0
14.860.180.518
704.494.809
14.155.685.709

439.760.000
0
2.693.964.230
155.000.000
8.870.735.230
0
8.870.735.230

0

73.240.000

0
4.648.216.288
-155.000.000
5.989.445.288
0
5.284.950.479

0,00%

16,65%
172,54%
-100,00%
67,52%

59,58%




Lampiran Viii

1. Untung Tamsil Di Bidik Terkait
Korupsi Fakfak
2. Lakotani Membawa UT Ke Prabowo
3. UT Bergabung dengan Gerindra Sebagai
Ucapan Terima Kasih UT Ke LAKOTANI

Sampai saat ini Kasus Korupsi UT
Di PETI ES KAn



e. Pengadaan Perahu Fiberglass pada Dinas Perikanan dan Kelautan Senilai
Rp46.062.396,77 Tidak Diketahui Keberadaannya

Pada TA 2019 Dinas Perikanan dan Kelautan menganggarkan belanja modal
senilal Rp2.321.837.921,00 dan merealisasikan senilai Rp2.299.772.000,00 atau
99% darl anggaran, dari nilai tersebut diantaranya merupakan realisasi belanja
Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp1.257.982.000,00 atau 98% dari
anggaran senilal Rp1.277.661.820,00.

Berdasarkan pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Dinas Perikanan dan Kelautan serta database SIMDA keuangan, diketahui bahwa
terdapat belanja modal pengadaan alat angkut apung bermotor berupa perahu
fiberglass dan mesin jhonson 40 PK.

Pekerjaan Pengadaan Jhonson 40PK dan Perahu fiberglass dengan item pekerjaan
yaitu 1 unit jhonson 40PK dan 1 unit perahu fiberglass, pekerjaan tersebut
dilaksanakan oleh CV CO berdasarkan kontrak nomor 510.2/SPK.13.B.OTSUS/
PPK-DPK-FF/VII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp108.500.000,00 yang
diperuntukkan untuk sarana penunjang pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lisik yang dilaksanakan pemeriksa bersama dengan
bendahara barang, staf administrasi PPK dan kontraktor di gudang barang Dinas
Perikanan dan Kelautan diketahui perahu fiberglass senilai Rp46.062.396,77 tidak

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 10

diketahui keberadaannya. Keterangan dari kontraktor bahwa pihak kontraktor telah
menyerahkan barang tersebut kepada Dinas Perikanan dan Kelautan di lokasi
pembuatan kapal dan telah dibuat berita acara serah terima barang yang
ditandatangani oleh kontraktor, bendahara barang dan Pli.Kepala Dinas Perikanan
dan Kelautan.

Berdasarkan keterangan dari bendahara barang dan staf administrasi PPK diketahui
tempat pembuatan Perahu fiberglass tersebut bertempat di Pasir Panjang Distrik
Fakfak Tengah. Penyerahan dari pihak ketiga kepada pihak Dinas Perikanan dan
Kelautan dilaksanakan sesual dengan berita acara serah terima barang nomor
93/BASTB/DKP-FF/X/2019, setelah itu barang diambil oleh masyarakat di tempat
pembuatan perahu fiberglass tersebut.

Sampal dengan pemeriksaan berakhir pihak Dinas Perikanan dan Kelautan belum
melakukan usaha pencarian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak
kepolisian.



b Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum sehuruhnya tersrtfkast PB]

serifikat PBJ merupakan tanda bukt bahwa seseorang felah memahani
Perauren Perundang-Undangan di bidang PBJ. Sertkat PBY dlerlkan hepad
sescorang yang (eah menglui kegiaan Sentfkast PB yang dilakukan ole
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKEP),

(-

Berdasarkan hasl teviu dokumen pengadaan dan Wawancara dengan pelai
pengadaan i lingkungan Pemertah Kabupaten Fakfak yang erdll darl Kepal
OPD selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabl Pembual Komitmen (PPK], Pefabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasl
engadaan (PP Panita Penerima Hasll Pengadaan (PPHP) diketahui bahwa
PPKIPokja PengadaanPejabal Pengadaan belum selumuhnya (esertiist PB]

tkasi
ntuk PPK, Pada

—

Dines Perikanan
Gan Kelautan otk TA- 2019 terdapal Kegiatan PB] engan PP belum
ererilkastPB)



JENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
ont ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
etentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

.‘ '
~_ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Penyedia,
14 Faka . PIPOS KREASI MANDIR!
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KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT

KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK

Jin. Yos Sudarso No 10, Fakfak — Papua Barat Kode Pos - 98613
Telp (0956) 211305, Emaill : kejaksaanfakfak@gmail com

“Untuk Keadilan®

Pidsus-3A
N_crrnor - R- G%5 /R.2.12/Fs/05/2021 Fakfak, |8 Mei 2021
Sifat . Rahasia
Lampiran : -
Hal . Pemberitahuan tindak lanjut atas

Laporan |/ Pengaduan setelah
dilakukan penelitian.

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat

Di-
Manokwari

Menindaklanjuti surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat
Nomor : R-120/R.2.5/Fd.1/05/2021, tanggal 07 Mei 2021 perihal Penerus Laporan
Pengaduan, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian atas laporan
pengaduan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) PASTI Indonesia dapat ditindaklanjuti
karena materi laporan pengaduan ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan
ditindaklanjuti dengan dilakukannya Penyelidikan, sebagaimana Surat Perintah
Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor : Print-02/R.2.12/Fd/05/2021 tanggal
18 Mei 2021.

Demikian untuk makium.

Tembusan :
1. Yth Inspektur Il pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
(Sebagai Laporan).
Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat,
Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
Yih. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat,
Arsip.

AAEWN




https://www.tribunnews.com » pold...

Polda Papua Barat Telusuri Kasus
Dugaan Korupsi Bupati Fakfak ...

2 Jun 2021 — TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda
Papua Barat menelusuri dugaan tindak pidana...

@ channel9.id
https://channel9.id » Hukum

Polda Papua Barat Telusuri Dugaan
Korupsi Bupati Fakfak Untung ...

2 Jun 2021 — Polda Papua Barat menelusuri dugaan
tindak pidana korupsi dilakukan Bupati Fakfak,
Untung Tamsil. Untung diduga korupsi saat...

. jpnn.com

- https://www.jpnn.com > daerah

Bupati Untung Tamsil Diperiksa
Polisi, Apa Kasusnya? - JPNN.com

1 Jun 2021 — jpnn.com, MANOKWARI - Tim penyidik
tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal
Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat telah ...
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embaranmedia.com
https://embaranmedia.com  gabun...

(Gabung Ke Partal Gerindlra, Untung
Tamsil Ungkap Alasannya

20 Des 2021 -
Embaranmedia.com, Fakfak -
Untung Tamsil, S.Sos, M.Si yang
saat ini menjabat sebagai Bupati "4
Fakfak resmi bergabung ke
Partal .




Lampiran IX

Pileg & Pilpres 2019
Suara Gerinda Terjun Lantai
Di Papua Barat
Mohamad Lakotani "Zona Nyaman”

tanpa Mendorong Kemenangan
PRABOWO-SANDI

Relawan Papua Barat,
Justru yang Datang
Ke Jakarta
Dengan Di Bantu PASTI Indonesia
Menyerahkan Dukungan Resmi
Kepada Prabowo
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Kepala Suku Papua Barat Bertel&d
Menangkan Prabowo-Sandi

JAKARTA — Calon Wakil Pres-
iden (Cawapres) Sandiaga
Salahuddin Uno didatangi
sejumlah tokoh dan Kepala
Suku dari wilayah Papua B%rat
di Prabowo-Sandi Media Center
yang terletak di Jalan Sriwijaya
| nomor 35, Jakarta, Kamis (31/
1/2019). ;
Di antara mereka merupakan
Penasihat tujuh Kepala Suku
KabupatenTeluk Bintuni dan Ket-
ua Relawan Batu Api Kabupaten
Fak Fak, Papua Barat tersebut
secara tegas mendeklarasikan
dukungannya kepada Prabowo-
Sandi pada Pilpres 2019.
“Memang kami adalah timn-
ya wong cilik. Tapi kami ad-
alah timnya masyarakat Kaki
Abu. kami datang untuk men-
yampaikan kepada bapak,

bahwa kami siap mendukung
bapak dan Pak Prabowo se-
bagai capres dan cawapees,
dan kami siap untuk tekad
bulat memenangkan," ujar Ket-
ua Relawan Batu Api, Yusuf
Patiran kepada Sandiaga Uno.

“Dan kami siap dengan tekad
bulat memenangkan Pak
Prabowo dan Pak Sandi di Pap-
ua Barat,"imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Sandi
Juga diberikan sebuah Topi Cen-
drawasih dan Tas Noken khas
Papua sebagai simbol persau-
daraan bagi seluruh rakyat In-
donesia.

“Falsafah kehidupan yang
kami simpulkan dengan song-
ko merah sebagai simbol na-
sionalisme, agama. Dan bagi
kami orang Indonesia Timur,

kain merah di kepalaitu adalah
simbol nasionalisme, agama
dan adat. Istilahnya luas dan
menyeluruh, senasib dan
sepenanggungan, berjiwa satu,

bangsa dan satu negara,'terang |

Yusuf Fatiran.

| \B
Terakhir, para pendukung

yan&datang dari Papua Barat
ke Jakarta atas biaya sendiri
tersebut juga berpesan menitip-
kan amanah kepada Prabowo
an Sandi jika terpilih menjadi
presiden dan wakil presiden
mendatang.
“‘Mudah-mudahan ketika bapak
menjabat nanti, bapak akan me-
lihat kita sebagai keluarga. Jadi

merah di kepala, putih di hati, §

saya yakin bendera merah-putih
akan berkibar dengan baik dan
tenang,'tandasnya. (Yendhi/bu)

(D Hitp//www//poskotanew

Al

A

LS

¥

Sandiaga Uno Mengangkat tangan Kepala Suku dari wilayah Papua Barat.



Sabtu 26 Januari 2019, 14:58 WIB

Datang ke Jakarta, Kelompok
Warga Papua Ini Deklarasi
Dukung Prabowo

Robi Setiawan - detikNews

Foto: Timses Prabowo-Sandi

Jakarta - Sekelompok masyarakat Papua



Fadli Zon @
@fadlizon

Pertemuan dengan
@PEPESOfficial dan Relawan
Prabowo Sandi Papua Barat di
Ruang Kerja @DPR_RI

/w‘“‘

1:11 PM - 18 Jan 19 - Twitter for Android



FERDINAND HUTAHAEAN (@Fe... - 3h
Papua jangan lagi hanya jadi mainan
politik. Kesejahteraan Papua dan
kemajuan Papua harus nyata..!! Kedepan
era @prabowo @sandiuno tdk boleh Ig
Papua hanya retorika. Kita bangun
Papua secara nyata.

@arlex_wu
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Dukung Prabowo, Milenial
Tionghoa: Cukup Sipit Dimata,
Jangan Sipitin Otak
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" & BADAN PEMENANGAN NASIONAL
ADIL MAKMUR
BERSAMA
PRABOWO
—SANDI—
Tanda Terima

Saya yang ber tanda tangan dibawah ini ,
Nama - Carlos Rdg_grr Evanbvo
Jabatan . Staff BPN

Telah menerima dokumen berupa :

1. Foemulic ¢1 wwk dan Relawan PnWD Sa,aifnqa Une
e Nusﬂwlm.w ‘omp; 1 bedias dile iilid- an JMt 1 buab
jlnshdls‘c Cso}l Cop-{j

Keterangan :

Pesebasan TPS Y ang fL[a?rr{un davi dabn C 1. Sechaw acale (Nasiovial )
Wencalcup bdvm?, wilayab di |ndonesia

Jakarta, 22 A?vil 2019

BADAN PEMENANGAN NASIONAL
PRABOWO - SANDI

,@!

[ i i
2 At
Aos Roqqcf EmbPRABOWO ALE <

-SANDI- H? CBu.298. 939

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,







Lampiran X

HERMANUS KERRYANTO, Korban Penipuan
Dengan Di Janjikan Rekomendasi
Partai Gerindra Oleh Mohammad

Lakotani, Asal Menyerahkan Uang
Senilai 500 Juta Rupiah






PASANGAN
INDEPENDEN

Sulaeman It]ong

Drs. Ec. Sulaeman Uswanas, M.5i  Hermanus Kerryanto
( Pace Nanang ) ( Ongko Itjong )

SelamatDtangHarapandan Tahu B 202

“Jangan Selalu Membenarkan Kebiasaan

_Tetapiiﬂarr' lahvKita|Sama-Sama‘Hembiasakans'chenaml n-"



Lampiran Xli

Narapida Tindak Pidana Korupsi
yang bersatus Baru BEBAS BERSYARAT
Diangkat Menjadi

KETUA DPC Gerindra Kab
Kaimana



KEPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-1161.P¥.01.04 .08 TAMUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA
MENTERI MUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONE SIA
Menerbang © a Bahwa hepoada Narapdana yang teiah melshsanakan program pembinsan dengan baik maka peru dibenkan Pembebasan
Borsyaral
b. Bahwa pembetasan bemyarat yang diberhan kepada Narapdana harus telah memenuhs syarat substant! dan adem restrati! serta
wm“mmnmmmmwmmm
c. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Memer Hukum dan HAM RiI Nomor @ M HM-81.PK01.04 05 TAMUN 2020 Tanggal 4
Ostober 2020, stas Nota Dinas Dirshiur Jenderal Pemasyarskatan Nomor PASAEYX2020 Tanggal 07 Okiober 2020 tentang
pemberian Pembebasan Bergyarat Narapaana
d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dmaksud dalam hund a b, dan ¢, pery menstapkan Keputusan Menten Hukum
dan Hak Asasi Manusia tentang pesmber an pembetasan bersyaral Narapaiana

Pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pdana;

Urgang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarshatan (Lembaran Negara Repudith indonesia Tahwun 1985 Nomaor 77,
Tambahan Lambaran Negara Repubiik iIndonesia 3614)

Peraturan Pemenntash Nomor 31 Tabun 1999 tentang Pembinaan cdan Pembimbingan Warga Bnasn Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Repubiik iIndonesia Tahun 1900 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesa Nomor 3845
Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1999 temtang Syarat dan Tata Cara Pelaksarasan Hak Warga Bnasn Pemasyarabkatsn
Lembaran Negara Repubiik indonesa Tahun 1999 Nomor €9, Tambahan Lembaran Negara Republk indonesa Nomor J8461)
sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republa indonesia Tabun
2008 Nomor 81, Tambshan Lembaran Negara Republk indonesia Nomor 4832) dan dubah hembal dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 98 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republk indonesa Tahun 2012 Nomor 2249 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5§358).

5 Peraturan Menton Hukum dan Hak Asas Manusia Repubiik Indonesia Nomaor 18 Tatun 2019 entang Perutsahan Atas Peraturan
Menter Hukum dan Hak Asas Manusis Nomor 03 Tahun 2018 lentang Sywat den Tata Cara Permbenan Remosl. Asimvilas . Cun
Menguniung Keluarga, Pembebasan Bersyarmt, Cutt Menelang Bebas dan Cut Bersyarast (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2019 Nomos 893)

Maengngat

L

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBE RIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

KESATU  Berdasarkan hasl rehomendas Sidang Tim Pengamast Pemasyarakatan Diredtorst Jenderal Permasyarahatan angga 8 September
2020 memberkun pambetasan bersyaral kepada Narap.dana yang namanya tercantum daiam apur 3 (ga) daftar tertampir

KEDUA . Babwa soama dalam masa percobaan. diunuk sebaga tempal ked amannyd sebaga mana lercantum dalam aur 8 (delapan) daftar
teriampir

KETIGA Memerintahkan kepads Kepaa LAPAS LPYXA dan RUTAN untuk melshsanakan pembebasasn Dersyarn! dmahsud dalem dlmem
perama d atas pada laur @ (semdi@n), pada tanggal tersebut daam apr 6 (enam) dafta wr ampr

KEEMPAT  Meminta sepada Kepala Kegshksaan Negen dalam lajur 10 (sepuiuh) untuk menerma penyershan (Dengawasan seal) Narapidena
yang akan meaksanakan Pembebasan Bersyarat

KELIMA Maminta hepada Kepas a Keahksaan Nege lersebut dalam laur 11 (sebelas) urdul melatsanatan Dengieatan Jtes aatnyas sywa-
synrat selama Nampidana dimaksud dalarm masa percobaasn yang berakni pads IangQs sopers lersebut dalam lapwr 7 (huuh) daftar
tedlampi dan menyampakan lapgoman hasd pengawasan wrsebut setap bga bulan kepads Menter MHusum dan Hak Asas Manusa RI

KEENAM Memerimahkan hepads Ban Pemasyarsaatan yang \ercantum dalam aur 12 (dua belas) dafar terampr untuk Mo sksanakan
tmbingan dan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarst

KETUJUH Keputusan ini mula beraku sepk angoal pelaksanaan pembebasan bemyaratl oeh Kepaia LAPAS LPYA dan RUTAN sebagamana
kUM hedua SaNgan catatsn apabl s dhermudian han emyata erdapat kekeldruan daam kepulusan n asan Oadakan pembetuan

seperunya
Distaphan Jakana
Pada tanggal - 15 Oktober 2000
Tembusan
1 Kepata Kantor Wiayah Kemenserian Husum dan HAM Papua Barst AN MENTER] HUKUM DAN HAM Ri
& Manokwiar | EXTUR JENDERAL PEMASYARANKA
2 Kepolas Kejaksaan Negen Kamana = * - s
3 Bupatl Kaimana D Kaimana

4 Kepala Lapas Ketas 1l Kamana Dty agangen Jecas Setrorm Ok

5 Kepats Bapas Bapas Kolas || Fasfax

6 Kapokes KaimanaD| Ka mana

7. Narapidana DRS MUH. NASIR AITUARAUW MSC
Lapas Helass (1 Karmana

I-w‘ul o Sitowg &

Ll 8 SH K SART§

o ] Surst Keputusan ini dapat dvalidas dengan
w“‘r’" cara scan QR Code pada samping kun atau
*.hg,, -
RS (o E'" ¥ e bty Nayanan. d fjenpas go idlayanan/integrass

:“l,‘ . ¥
p)' J\"VJ}}'J 2

o L 1




DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PAS-1161.PK.01.04 08 TAHUN 2020
TANGGAL 15 Oktcber 2020

1 |No. Una Sidang TPP Pusat XX
2 | a Surat Usul Pembebasan Bersyarat dar) / Tangge / Nomeor a Kepaia Lapas Ko as Il Kamana
Tol 0707-2020 Nomeor W.31 PAS 07 PX.01 0501358
b. Tanggal Sidang Tim Pengamat Pernasyarakatan (TPP) Ut b 07 Ml 2020
Polaksana Tokns
3 | & Nama/ Umus Natapidana A DRSMUN. NASIR AITUARAUW MSC /55 Tatun
b Kewarganegaraan b WNI
¢ Agama ¢ Islam
d Perkars / Pasal d Korups / PSL Pasal 2 (1) UU 31 Tahun 1999
e. Nomeor / Tangga Putusan e. 280TWPd Sus 201008 Okicber 2019
[ Drtmhan sojak { 02042018
g Lama Pidana / Mukuman g 4 Tahun, 0 Buan 0 Harl
h Tg. Bebas Awal h 0204-2022
I Jumish remin | 8 Bulan,0 Mant
|- Tg. Bebas shhw 04102021
kL Denda & Rp 200 000 000 - Subs. 0 Tahun, 8 Buan, 0 Mar Kurungan Ket 58
I Uang Penggan | Rp 0P Peny. 0 Tahun, 0 Buan, 0 Han Kot B8
4 | & Nomor dafar (W
b Nomor register b BIe201%
5 |Tangga Sidang Tim Pengamat Pemasyarskatan (TPP) Direktorat 08092020
Jendersl Pemasyarakatan
6 [Tangga Pelaksanasn Pormbebasan Bersyarat 02.02-2021
7 |Masa percobaan berakhy pada tangga 04-10-2022
8 |Menunuk termpat kedaman Jin dponegoro kel kaimana kab Larmana
9 [Kepala UPT Pemasyarskatan yang melassanakan Lapas Ke as Il Kamana
10 [Kepala Kejaksaan Neger yang melaksanahan pengawasan swal Kamane
Naragpidana yang akan mengalary Pambetasan Bersyarat
11 |Kepala Kejaksaan Negeri yang melasanakan pengawasan anuten | Kamana
12 [Baw Pemasyarabatan yang melaksanakan pemtimbingan Bapas Kelas | Fantar

']L;,' Loss
v "

i,
':“rin

fn.

A nMENTER! HUKUM DAN HAM Ri
DIREXTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

Liandawgpn Seows T abony Ot

Reynban o Saltong «
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p— DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA

f=uNRRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Lampiran Surat Keputusan

Nomor . 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tanggal : 10 Juni 2022

Tentang : Susunan Personalia Pengurus DPC Partal GERINDRA Kabupaten
Kaimana

No. Jabatan Nama

1. | Ketia | Drs. MOH. NASIR AITURAUW, M.

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2897 K/Pid.Sus/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
telah memutus perkara Terdakwa:
Drs. MUH, NASIR AITUARAUW, M.Sc. ;

dimohonkan oleh Terdakwa

Umur/Tanggal Lahir . 52 tahun/5 Februari 1965 ;

Jenis Kelamin o Laki-laki ;
Kewarganegaraan . Indonesia ;
Tempat Tinggal . Jalan Diponegoro, Kelurahan Kaimana Kota,

Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana,

Papua Barat ,

Agama . Islam ;

Pekerjaan . PNS/Kadis Perhubungan Kabupaten
Kaimana ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negerl Manokwarl karena didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut:

Primair  : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;
Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2897 K/Pid.Sus/2019

49,,552‘?4/

Dipindai dengan CamScanner




Lampiran Xli

SK Pengangkatan Narapidana
Tindak Pidana Korupsi
Baru Bebas Bersyarat

Sebagai
KETUA DPC Gerindra Kab

Kaimana



DEWAN PIMPINAN PUSAT

CERILDF

PARTAI GERAAN INDONESIA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA
Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tentang

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai
Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) setelah :

MENIMBANG : Bahwa demi kelancaran jalannya organisasi di wilayah Kabupaten
Kaimana, dalam rangka mencapai tujuan Partai Gerakan Indonesia
Raya (GERINDRA), maka dipandang periu untuk mengesahkan
Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan
Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana
Provinsi Papua Barat.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal
19 ayat (2) k, o 23), Pasal 20 ayat (2) d, Pasal 24 ayat (2) b dan
Pasal 77. -
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Ta.
2020 Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13, dan Pasal 14.

MEMPERHATIKAN : - Surat DPD Partai GERINDRA Provinsi Papua Barat Nomor:
PB/04-017/8/DPD-GERINDRA/2022 tanggal 17 April 2022
1 U I 7[]7? tentang usulan perubahan susunan personalia DPC Partai

GERINDRA Kabupaten Kaimana.

DOMUMERMN INI DITERBITHKAN OLE} 1
m.n-rmccnaxnumooues-naniﬁeputusan Rapat Ketua Dewan Pembina dengan Dewan

SESUAIDENGAN ASLINYA _pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

tanggal 17 Mei 2022 tentang Pergantian Pengurus Dewan
7"‘11/ Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten
Kaimana Provinsi Papua Barat. ¢£7t
T AR SR as [/-

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Ji. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Tip. 021-7882377 dan 021-7801396, Fax. 021-7819712
Website: www.partaigerindra.or.id, e-mail: sekretarial@partaigerindra.or.id

Dipindai dengan CamScanner



- DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA

g=minonA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA) Nomor: 10-
0402/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 3 Oktober 2017
tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai
Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten
Kaimana dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan

Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana
Provinsi Papua Barat dengan nama dan jabatan sebagaimana
terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan.

KEEMPAT : - Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika

[

2177 __terdapat kekeliruan didalamnya.

DOKUMEN IN) DITERBITKAN OLE i«

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SESUAI DENGAN ASLINYA

| Ditetapkandi : Jakarta

\ Pada Tanggal : 10 Juni 2022
%
7{\1 DEWAN PIMPINAN PUSAT j T

. Aruad muzas, PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
soeansoocac  (DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

PARTAI

H. PRABOWO SUBIANTO i Dewan piweinan pysarH A MUZANI

GERINDRA /(w ZM

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Dipindai dengan CamScanner



i DEWAN PIMPINAN PUSAT
ﬁm GERAKAN INDONESIA RAYA
Lampiran Surat Keputusan

Nomor . 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tanggal 10 Juni 2022
Tentang : Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten
Kaimana
No. Jabatan Nama
ks Ketua Drs. MOH. NASIR AITURAUW, M.Si.
2. Wakil Ketua NURDIN REASA
3 Wakil Ketua ANTON MAGAI S.P.
4, Wakil Ketua Ny. ARFIA FIMBAY
9. Wakil Ketua USMAN LA CBO
6. Wakil Ketua Ny. BIONDA M. DJAFAR
7 & Wakil Ketua IRWAN LATURAUW
8. Wakil Ketua JBRAN MATULU 11120 gnan,
DOKUMEN [ i3 e N O
9. Wakil Ketua Ny. YULICE BLESKADIT  SESUAI oeman ONES!A Rav)
10. Wakil Ketua Ny. FITRIA RENWARIN q(,w” /
11. Wakil Ketua HASAN SIRFEFA { l )
12. Wakil Ketua SALIN IHA e s sevoches
13. Wakil Ketua Ny. MAYA ALHAMID
14, Wakil Ketua ANTONIUS BERUATWARIN
15 Wakil Ketua Ny. LILI UFNIA
16. Wakil Ketua Ny. GRESS MARIAM TALAHATU
17. Wakil Ketua PASKALIS BETINA
18. Wakil Ketua Ny. PASCALINA SIKTEUBUN
19. Wakil Ketua ABDULA KASONGAT
2. Wakil Ketua ELISA HAUMA {

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Ay,,fat]ﬂ

Dipindai dengan CamScanner




g DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA

fuNDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

{2 Wakil Ketua PIETER ESURU

22. Wakil Ketua Ny. MARIA MARAMPA

23. Wakil Ketua AWAT ALHAMID

24. Sekretaris REYNOLDSON EFFENDY BLESS, S.H.
25. Wakil Sekretaris Ny. NURAINI WATORA

26. Wakil Sekretaris BANAR YUNIZAR KUBEWA, S.H.

27. Wakil Sekretaris YOSEP SABONO

28. Wakil Sekretaris Ny. FERONIKA ASMOROM

29. Bendahara Ny. RUTHVIANI ASNAT BLESS

30. Wakil Bendahara Ny. ENGGELINA BUSIRA

31. Wakil Bendahara Ny. AMINA REASA

32. Wakil Bendahara Ny. ROOSDIANA MALUA

10 Lo oo

et Pada Tangoal 10 2022

==
ﬁ V DEWAN PIMPINAN PUSAT 7
PA

RTIAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

H. AHMAD MUZANI
s ——
SEMRETARIS JENCERAL

Ketua Dewan Pembina/ Sekretaris Jenderal
Ketua Umum

zﬁ’ A
H. PRABOWO SUBIANTO EEI:}{ﬂ_QR H. AHMAD MUZANI

DEWAN PINPINAN PUSAT

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Dipindai dengan CamScanner



"': DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERINDRA

fENORA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022
Tanggal : 10 Juni 2022
Tentang : Susunan Personalia Dewan Penasehat DPC Partai GERINDRA Kabupaten
Kaimana

No. Jabatan Nama

1. Ketua USMAN PUASA

.5 Anggota STEPANUS LEMAUK

3. Anggota SYARIFUDIN WERFETE

4, Anggota Ny. MINCE MAHGARITA LEONG

5 |- 0 1 }}t}goic Ny. RUTH WERFETE

TARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DOMUMEN INI DITERBITKAN oLru H
SESUAI DENGAN ASLINYA '

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

éﬂ"ll/ DEWAN PIMPINAN PUSAT < =

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
H. AHMAD MUZANI (DPP PARTAI GERINDRA)

SEMRETARIS JENDERAL

Ketua Dewan Pembina/ £ Sekretaris Jenderal
Ketua Umum 4

GERINDRA

Ukl A LATE

H. PRABOWO susmurﬁfl coman v omancsar H. AHMAD MUZANI

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran Xlii

Pemalangan Kantor DPD
Gerindra Papua Barat
oleh Para Pengurus DPC
Se-Papua Barat.



{

l
l

UL Rl
i

RO LA

Y
o Nl

A P
UL L

L L
PT I Fd

| A
e T ]
[ L

|"|n_. -y

e










EEI S
i (RO P LMD . 3"
Hllllﬂlmmmulm -

DRATA GE KA AP AR g \ ‘

BAPAMON AVCTAN \

SABM TSR Bl




Lampiran X1V

Frans W.W. Fimbay.
Warga Binaan Pemasyarakatan
Korwil 1V
Di Kwarnas Gerakan

Pramuka
2018-2023






L. Koordinator Wilayah (Korwil)

. Korwil |': Ir. Djufri Effendi (Sumatera)

2. Korwil II: Drs. H. Fajar Panjaitan (Jawa,
Bali, NTT, NTB)

3. Korwil Il : Drs. HM. Hatta Zainal Abidin,

M.Si (Sulawesi, Kalimantan)

4, Korwil IV : Drs. Frans W.W Fimbay, M.M.
(Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku
Utara)



Lampiran XV

Frans W.W. Fimbay.
Warga Binaan Pemasyarakatan

Menjabat Ketua Kwarcab
Gerakan Pramuka Teluk Bintuni



Ketua Pramuka Teluk Bintuni, Drs Wim F Fimbay MM,

Drs Wim F Fimbay MM terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 3309 Teluk
Bintuni 2019-2024.



Lampiran XVi

Frans W.W. Fimbay.
Masih Berstatus WBP
Dan Terlibat Kasus
Korupsi Lainnya,
Hadir Ke MUSDA Kwarda
Gerakan Pramuka Papua Barat
29 Nov - 1 Desember 2022.
Sebagai Korwil IV
&

Ketua Kwarcab
Teluk Bintuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2/ PID,SUS.TPK 12021] PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaddan  Tinggl Jayapura yang memeriksadan mengadii perkara-perkara
tndak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut tibawah Inl dalam perkara atas nama lerdakwa
Nama Lenghap :I FRANS W, FYMDAY Alas WM FYMBAY, I

Tempat Lahir + Teminabuan;

Umur / Tgl Lahir . 58 tahun 7 08 April 1959,

Jenis Kelamin : Lakl-Laki;

Kewarganegaraan :  Indonesia,

Tempat tinggal . Gaya Baru Rt. 003 Rw. 004 Kel. Bintuni Barat

Distrik  Bintuni  Kabupaten Teluk  Bintuni
Provinsi Papua Barat,

Agama . Kristen Protestan;
Pendidikan : S2,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (KPAIPPK/PPTK),
Terdakwa tidak (lakukan penahanan, Karena Terdakwa mash menjalani
hukuman di Rutan Bintuni ;

Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alas WIM FYMBAY didampingi oleh
Penasihat Hukum Dr. Suwito,S.H.MH. dan H.Abdulrahman Upara,S.H.MH.
Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum *SUWITO &
PARTNERS" beralamat ¢i Jalan. Nuri No. 03 Skyine Residence Kotaraja
Jayapwra, Berdasarkan Swrat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang
telah dilaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor
160/Leg. SK/IHK07/2020/PNMnk tertanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggl Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak

pitlana korupsi tersebut;

Telah membaca tlan mempelajari:

1. Penetapan Ketun Pengadian Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-
TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 2/PID.SUS-
TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera
Penggant;

3. Penetapan Hakim Ketua Majeiis Nomor: 2/PID.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal
18 Maret 2021 tentang Harl Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi
putusan Pengadiian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari Putusan Nomor 2/Pid Sus-TPK/2021/PT JAP
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Keterangan Foto : Kaka Wiem Fymbay duduk di Meja Presidium Paling Kiri



Lampiran XVii

Frans W.W. Fimbay.
Mengeluarkan Surat Tugas
Untuk dan Atas Nama
Sendiri dan Ditanda Tangani
Sendiri
Demi Mengamankan "Posisi™
Mohamad Lakotani



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI

Alamat:Kampung Buml SalariSpJ Jalur 1X Digtrik Manimer!

e

- —

SURAT MANDAT
. Nomor : 07|/ 334 A

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama D1y, FRANS W.W, FIMBAY, MM
Jabatan : KETUA KWARTIR CABANG 3309 'TELUK BINTUNI

Dengan ini memberikan mandat kepada kakak - kakak yang nama - namanya tercantum
dalam surat mandat ini sebagai berikut:

1. Nama : Drs, FRANS W.W. FIMBAY, MM
Jabatan : KETUA KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI
Tugas : PESERTA MUSDA IV TAHUN 2022
Utusan  KWARCAB 3309 TELUK BINTUNI

Untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Daerah 1V Kwarda Papua Barat Tahun 2022
pada:

Tanggal : 29- 30 November 2022
Tempat : Auala Pusdiklatda Kwarda Papua Barat
J1. Pasir Putih Arowi 1 Manokwari

Demikian surat mandat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Manokwari, 14 Novembet 2022

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka Teluk Bintuni

Ketua,

Dr. FRANS W.W.\FIMBAY, MM



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT

Pusdiklatda Kwarda Papua Barat JI. Arowi 111, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Email; kwarda3pb@gmail.com

Nomor : 056/33-8 Manokwari, 20 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Status Hukum Ka Kwarcab Teluk Bintunl
Kepada Yth : Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Di Jakarta.

Salam Pramuka,

Dengan hormat disampaikan bahwa sehubungan dengan Musyawarah Daerah IV Kwartir Daerah Gerakan
Pramuka Papua Barat teiah berlangsung dengan baik dari tanggal 29 November sampai dengan tanggal
01 Desember 2022 di Arowi Manokwari. Selanjutnya terbit surat Ka Kwarnas No.0006-00-B dan 0007-00-
A tertanggal 6 Januari 2023 tentang Musda Kwarda Papua Barat, maka perlu kami jeiaskan beberapa hal
sebagai berikut:

1

Bahwa Kaka Drs. Frans W.W. Fymbay, M.M. selaku Ketua Kwartir Cabang Teluk Bintuni yang hadir
sebagai satu-satunya delegasi Kwarcab T. Bintuni berdasarkan Surat Mandat yang dibuatkan oleh
Kwarda Papua Barat dengan kode surat “33” Kwarda Papua Barat, ditandatangani sendiri dan tanpa
cap dan dianggap sah oleh Waka Orgakum Kwarnas. ART GP Pasal 80 ayat (4) menyatakan “kwartir
daerah dan kwartir cabang harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri”, yang
artinya jumiah anggota deiegasi minimai dua orang, hal ini tidak terpenuhi. Bahkan menjadi anggota
presidium Musda IV. (Dokumen Foto dan Tandatangan Terlampir).

Bahwa Hal yang paling penting adalah Status Hukum Kaka Drs. Frans W.W. Fymbay, M.M. adalah
TERPIDANA Tindak Pidana Korupsi (Pidana Khusus) yang seharusnya berada di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Teluk Bintuni sesuai surat terlampir (Putusan Terkini Perkara Drs. Frans W.W. Fymbay,
M.M. Nomor 2/PID-SUS-TPK/2021/ PT JAP). Dengan status TERPIDANA dan Sementara Menjalankan
Hukuman di Rutan Bintunl, dengan demikian seharusnya yang bersangkutan tidak dibenarkan hadir
dan memimpin sidang Musyawarah Daerah IV yang Terhormat tersebut karena Teiah sangat jelas
bertentangan dengan Tri Satya dan Darma Pramuka.

. Bahwa Berdasarkan uraian point 1 dan 2 di atas, maka kami mohon dengan hormat Suara Kwarcab

Teluk Bintuni harus dinyatakan gugur demi Etika Kepramukaan dan Hukum Indonesia. Dengan
demikian perolehan suara yang tertera dalam Surat Ka Kwarnas No: 0006 dan 0007 di atas periu diubah
menjadi 6 : 5 untuk kemenangan Kaka Dr. Lasarus Indow, S.P., M.M. sebagai Ketua Kwartir Daerah
Papua BaratTerplllh Masa Bakti 2022-2027. Pada akhirnya Keputusan Musyarawah Daerah IV Kwarda
Papua Barat No: 10/MUSDA/2022 tentang Ketua Kwarda Papua Barat Terpilih Masa Bakti 2022-2027
tetap dinyatakan SAH, walaupun hanya ditandatangani oleh dua Presidium (kaka Jantje

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Krisifu/Kwarcab Manokwarl dan Kaka Kartayoga Karubuy/Kwarcab Teluk Wondama), karena tiga
presidium lalnnya berplhak pada Petahana.

Demliklan penyampalan kami, atas perhatlan Ketua Kwartlr Naslonal, kami ucapkan terima kasih,

Gerakan Pramuka

Presidium Musdan IV Kwarda PB,

\l)r."w » Muturbongs, M.SI, Jantje Kri) ifu, S.ST. Kattayoga Karubuy

S nn kepadan Y ih,:
1. Ka Mabinas di Jakarta,
2. Ketua Komisi X DPR RI di Jakarta
3. Waka Orgakum Kwarnas di Jakarta,
4. Ka Mabida Papua Barat di Manokwari,
5. Ka Kwarda Papua Barat di Manokwari,
6. Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat di Manokwari
7. Kapolda Papua Barat di Manokwari
8. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat di Manokwari.
9. Bupati Teluk Bintuni/Ka Mabicab Teluk Bintuni di Bintuni.
10. Para Ka Kwarcab se Kwarda Papua Barat,
11, Arsip,

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran XVIII

Para Pengurus Kwarcab /
Ketua Kwarcab
"Di Bawah Binaan Mohamad
Lakotani™
Di minta "Bersuara™
Menolak Hasil MUSDA
Gerakan Pramuka Papua Barat



GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR CABANG 3302 KABUPATEN SORONG (o)
Alamat: Jal an Aimas Kabupaten Brat Kode Pos 98418 . ‘:f-ri

Kaimana, 06 Desember 2022

Nomor . 03€ 3302-A

Klasifikasi  : Penting

Lampiran Lo

Perihal . Keberatan dan Penclakan terhadap Hasil Pemilihan

Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 — 2027

Kepada Yth.
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka
Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat
disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna
yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir
daerah,

Sidang Paripurna | dan Il dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna Il!
yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 — 2027 pada awalnya berjalan dengan
baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak
digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab
fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang ( walk out) dan hak memilihnya diambil alih
oleh pengurus kwarcab lainnya.

Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad
Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah.
Kondisi ini menyebabkan deadfock yahg mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan
diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab
yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambiian
keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang

dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.



4, Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang
meninggalkan sidang (walk ouf) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang
dilanjutkan dengan dipimpimpin oieh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6
utusan Kwarcab.

5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM uniuk memberikan arahan
namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa
masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus indouw sebagai Ketua
Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwarlir Cabang 3302 Kabupaten Sorong berpendapal

bahwa:

a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat
tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V
pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus
kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir”,

b. Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong menyatakan keberatan dan menolak hasil pemiiihan
Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk

dilakukan pemilihan ulang secara demokralis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

ﬁﬁir Caharrg"ﬁqﬂ Kabupaten Sorong

Ketun [l |

LAGAM S.Sos, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;

2. Bupati Sorong selaku Kamabicab;

3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR CABANG 3301 FAKFAK

SANGGAR BAKTI PRAMUKA
JI. Cenderawasih Kelurahan Fakfak Utara - Fakfak Kode Pos 98612

o (TR FSROISRPTNI (L] [——— L P K,
Email: gerakanpramukakwarcabfakfa
S R Ty

Fakfak, 05 Desember 2022

Nomor . 032/3301-A

Sifat . Penting

Lampiran Eoos

Perihal . Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan

Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 - 2027

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
di-
Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah
Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal
sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang
dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.

2. Sidang Paripurna | dan Il dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripuma Il yang
menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 — 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi
perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh kami selaku
Ketua Kwarcab 3301 Fakfak, namun dihalangi oleh pengurus kawrcab, bahkan dipermalukan didalam ruangan
sidang, kami selaku Ka Kwarcab, tetapi juga adalah Wakil Bupati Fakfak merasa terhina dan malu sehingga
xami mengambil sikap meninggalkan ruang sidang ( walk out) dan hak suara kami diambil alih oleh pengurus
kwarcab lainnya tanpa persetujuan dari kami selaku Ka Kwarcab 3301 Fakfak.

3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6
suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan deadlock
yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan
yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan
menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha
Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.



4,

Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan
sidang (walk out) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan
dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.

Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak
diberi kesempatan dan keputusan diambif oieh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida
vang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3301 Fakfak berpendapat bahwa:

a.

Pemilinan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan
secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2)
"kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara
demokratis melalui musyawarah Kwartir”.

Kwartir Cabang 3301 Fakfak menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah
Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara
demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

ERAKAN PRA]
KWARTIR £4

JierakanP mukd 3301 Fakfak

i

FAK-F

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;

2. Bupati Fakfak selaku Kamabicab;

3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KOTA SORONG

JIn. Jenderal SudirmanKelurahan Malawie Distrik Sorong Manoi

Sorong, 5 Desember 2022

Nomor : /3304-A

Klasifikasi : Penting

Lampiran Do

Perihal . Keberatan /Penolakan terhadap Hasil Pemilihan

Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 — 2027

Kepada Yth.
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Di -

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka

Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat

disampatkan beberapa hal sebagai berikut -

1.

2

Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang
Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang
dan kwartir daerah.

Sidang Paripurna I dan 11 dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna
I yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 — 2027 pada awalnya berjalan
dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak
yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga
ketua kwarcab fakfalk mengambil sikap meninggalkan ruang sidang ( walk owt) dan hak
memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.

Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad
Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah
Kondisi ini menyebabkan deadlock yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan
diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa
kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk
pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad
vang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.
Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan kwartir cabang
meninggalkan sidang (walk out) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang
dilanjutkan dengan dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oieh 6

utusan kwarcab.



8,

Kamabida mengutus staf ahli bidang pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak
diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahadad vang merasa masih sebagai
unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua
Barat masa bakti 2022-2027.

Andalan Cabang dan DKC Kwarcab Kota Sorong yang hadir mengikuti Musppanitera dan Musda
IV Kwarda Papua Barat Tahun 2022, Tindak mendapat Surat Mandat resmi dari kami selaku

KetuaKwartir Cabang Kota Sorong,

Mengacu pada keenam hal tersebut di atas, Kwartir Cabang Kota Sorong berpendapat bahwa:

a.

Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat
tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V
pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus
kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir”,

Kwartir Cabang Kota Sorong menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir
Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan

pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

F(AMBUAYA, S.Pd, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth

I. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;

2. Wali Kota Sorong selaku Kamabicab;

3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3306 KAIMANA

Alamat: Jalan Utarum ( Stadiun Triton ) Banteme, Kode Pos 98654

Kaimana, 06 Desember 2022

Nomor L BRE 13306-A

Klasifikasi  : Penting

Lampiran Do

Perihal . Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan

Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 - 2027

Kepada Yth.
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka
Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat
disampaikan beberapa hal sebagai berikut ;

1.

Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna
yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir
daerah.

Sidang Paripurna | dan |l dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna IIi
yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 — 2027 pada awalnya berjalan dengan
baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak
digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab
fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang ( walk out) dan hak memilihnya diambil alih
oleh pengurus kwarcab lainnya.

Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad
Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah.
Kondisi ini menyebabkan deadlock yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan
diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab
yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan
keputusan dilakukan pada saat ifu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang
dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.



4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 ufusan Kwartir Cabang
meninggalkan sidang (walk out) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang
dilanjutkan dengan dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6
utusan Kwarcab.

9. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM uniuk memberikan arahan
namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa
masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua
Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3306 Kaimana berpendapat bahwa:

a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat
tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V
pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus
kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir”.

b. Kwartir Cabang 3306 Kaimana menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir
Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan
pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

' Kwartir Ca%:eﬂi'ng
| Gerakan Pramukai3306 Kaimana

|| Ketug,
|

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1, Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;

2. Bupati Kaimana selaku Kamabicab;

3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Baral;
4, Arsip;



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3305 TELUK WONDAMA

J1. Raya Wasior Rasiei Perumahan Pemda Manggurai - Kode Pos ; 98362
kwarcabtelukwondama@gmail.com

Rasiei, 05 Desember 2022

Nomor . 020/3305-A

Klasifikasi : Penting

Lampiran = -

Perihal : Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan

Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 — 2027

Kepada Yth.
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan

Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua

Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

l.

Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang
Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir
cabang dan kwartir daerah.

Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang
Paripurna Il yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 — 2027 pada
awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak
memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi
oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan
ruang sidang ( walk out) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab
lainnya.

Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak
Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total
12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan deadlock yang mana keputusannya hendak
dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang
ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak
hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan
diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida

yang bila ditclusuri telah berakhir masa baktinya.



4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir
Cabang meninggalkan sidang (walk out) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan
abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium
sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.

5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan
arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded
yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus

Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3305 Teluk Wondama

berpendapat bahwa:

a. Pemilihan ketua kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua
Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran
Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) “kepengurusan kwartir cabang, daerah dan nasional
dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalyi musyawarah
kwartir”,

b. Kwartir Cabang 3305 Teluk Wondama menyatakan keberatan dan menolak hasil
pemilihan ketua kwartir daerah gerakan pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta
meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir

Nasional Gerakan Pramuka,

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang

/7 Gerakan Pramuka 3305 Teluk Wondama

Tembusan Kepada Yih :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida:

2. Bupati Teluk Wondama selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



PRPTA
KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI

Alamat : Kampung Bumi Ssniari Sp.3 Jalur i¥ Distrik Manimeri Kab. Teluk Bintuni

. Bintuni, € Desember 2022
Nomeor z (‘fz— ~3308-A S-
Wiasifikasi :  Peniing
Lampiran
Perihai o Heberstan/Penolslan Hasil Pemiilhan Ketua Kwardz Papua Barst
Masa Bhakt] 2022 ~ 2027

Kepada Yih,
HETUA KIWARTIZ MASICNAL GERAKAN PRAMUKA
Di -

Jakaria

Salam Pramuka

Sehubungan dengan ielsh dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda IV} Gerakan Pramuka
Kwarlir Dagrah Papua Baral pada tanggal 29 — 20 November 2022 4 Pusdikiat Papua Barat, maia
disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuke Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 sidang
paripuma yang dipimpin oleh 5 {iima) orang presidium vang dipilin dari utusan Kwariir Cabang

dan Kwartir Daerah;

Sidang Paripurna { dan §i berjalan dengan baik, namun memasuki sidang paripurna il yang

menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda masa bhakii 2022 — 2027, pada awainya dapat berjalan

dengan baik namun tetjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memiiih Kwarcah Faldak
yang hendak digunkan oleh Ketua Kwarcab namun dihalangi cleh pengurus Kwarcab sehingga

Ketua Kwarcab Fakdak mengambil sikap meninggalkan sidang (walk out) dan hak memiihnya

diambil alih oleh pengurus kwarcabnya,

3. Mekanisme pemifihan diiakukan dengan cars voing dengan hasl persoleh suara adalah | Kak
Mohamad Lakotani (8 suara) dan kak Lazarus Indouw (8 suara) dari total 12 suara sah. Kendisi
ini menyebabkan deadlock yang mans keputusannya hendak dikensuliasikan darn diserahkan
kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang diimbuikan oleh beberapa Kwarcab vang pro
kepada Kak Lazarus indouw yang menciak keputusan tersebut dan menuniut agar keputusan
ditentukan saat itu juga dan diserahkan kepada Kak Editha Rahadad yang dianggap dapat dapat
mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa jabatannya.

4. Kericuhanyang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 ulusan Kwartir Cabang

meninggalikan sidang (waik ouf) dan 1 anggoeta presidium sidang menyatakan absiain dan sidang

dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadir oleh

8 ytusan Kwarcab.

Kamabida menguius staf ahli bidang pendidikan dan SDM untuk memberikan arghan namun

tidak diberikan kesempatan dan keputusan diambil oleh Kak Editha Rahadad yang merssa

masih sebagal unsur Mabida vang berwenang, sehingga memutuskan Kak Lazarus Indouw

sebagai Ketua Wwarda Fapua Barat masa bakii 2022 -2027.

P

L

Mengacu pada hal-hal lersebul diatas, Kwartir Cabang 3309 Teluk Bintuni berpendapat bahwa :

a Pemilihan Kelua Kwarda Papau Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuke Kwarda Papua Barat
tidai dilakukan secara demoilgatis dan fidak sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Bab V
pasal 32 ayat {2) "Kepengurusan kwartir cabang, dasrah dan nasionai dipiiih oleh pengurus
kwarlir i wilayah secara demoilratis melalui musirawarh kwarlir”

b Kwartir Cabang 3309 Teluk Bintuni menyataican kebsratan dan menolak hasil pemilihan ketus
Kuyartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bhaidi 2022-2027 seriz meminta untuk

oo dilgiglan pemilinan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan

Pramuka.

Demii(‘@%’aeny&im@aiaﬁ ini, atas perhatian dan kerjasama Kakak disampaikan terima kasih.

Tembusan Kepada Yith :
Gubemur Papus Baral selaku Ka. Mabida Papua Barat di Manckwari;
Bupati Teiulk Bintuni seisku Ks. Mabicab Teiuk Bintuni di Bintuni {sebagail iaporan



Nomor Do
Sifat : Penting/Segera

Peri

hal . Penolakan Hasil Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Papua Bara
Dan Permohonan Musda Luar Biasa

Kepada Yth :

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Di-

Jakarta

Salam Pramuka,

Menyikapi hasil Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun
2022, tanggal, 29 s/d 30 November 2022 di Manokwari yang penuh Kecurangan, Pengabaian/Pembiaran.
Cacat Hukum dan sarat Intervensi, maka bersama ini kami beberapa Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di
Papua Barat sebagaimana yang bertanda tangan, menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan
Ketua Kwarda Papua Barat 2022-2027, dengan alasan :

L.

I~

=~

Bahwa sejak awal Persidangan, Presidium Pimpinan Sidang sudah berlaku tidak netral dan condong
pada salah satu Calon Ketua Kwarda. Misalnya dengan mempermasalahkan kehadiran Ketua
Kwarcab Fak-fak (Kakak Yohana Dina Hindom/Wakil Bupati Fakfak) pada Forum Musda dengan
alasan karena telah menerbitkan mandate kepada yang lain, schingga Ka Kwarcab Fakfak harus
keluar dan meninggalkan Ruang Sidang;

Bahwa pada proses penghitungan hasil pemilihan yang menunjukan hasil perolehan suara imbang
(6 - 6), dan terjadi deadlock, presidium sidang secara sepihak, dengan sengaja memberikan
ruang/kesempatan kepada Anggota Mabida yang sdh berakhir masa jabatannya dan tidak memiliki
legal standing (Kakak Edita Rahadet) untuk ikut memilih, sehingga menguntungkan/memenangkan
Calon Ka Kwarda yang mereka usung:

Bahwa dalam pelaksanaan Musda IV, Kwarda Papua Barat di supervisi oleh Waka Orgakum
Kwarnas, (Kakak Sigit Muryanto), Akan tetapi saran Waka Orgakum untuk diserahkan pada
Kamabida untuk memutuskan saat perolehan suara imbang dan atau melibatkan Mabida yang
mendapatkan mandate dari Kamabida justru tidak di hiraukan oleh Presidium Pimpinan sidang;

Bahwa dalam Forum Musda IV Kwarda Papua Barat, Delegasi (Kwarcab Kota Sorong) hadir dengan
Mandat yang bukan di tanda tangani oleh Ka Kwarcab Kota Sorong. Untuk hal ini telah diminta
waktu guna mendengarkan penjelasan dari Supervisor (Waka Orgakum Kwarnas) namun tdk
dihiraukan oleh Presidium Pimpinan Sidang. Sehingga dengan demikian menurut hemat Kami,
keberadaan Delegasi Kota Sorong pada Forum Musda, adalah tidak sah, namun dengan sengaja di
biarkan oleh Presidium Pimpinan Sidang;

Bahwa salah satu Calon Ka Kwarda, sebenarmnya tidak memenuhi syarat, karena tidak dapat
menunjukan bukti keaktifannya pada 5 (lima) tahun terakhir dalam Gerakan Pramuka sebagaimana
syarat pencalonan sesuai Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 83, avat 7. Akan tetapi
hal intpun, dengan cara cara yang lihai di tutupi oleh Presidium Sidang;

Selanjutnya kami sampaikan bahwa, dari 5 (lima) orang yang memimpin Presidium sidang, hanya 2

(dua) orang yang menandatangani keputusan Musda 1V yang terkait dengan Pemilihan Ketua Kwartir
Daerah Papua Barat 2022-2027;

Bahwa sesuai poin 1 s/d 6 tersebut diatas, Kami mengusulkan kepada Ka Kwarnas Gerakan Pramuka,
untuk mengambil alih Kwarda Papua Barat dan selanjutnya melaksanakan Musda Luar Biasa dalam
waktu yang tidak terlalu lama dengan dihadiri langsung oleh para Ketua Kwarcab se-Papua Barat.



Demikian, surat Keberatan dan Penolakan ini kami sampaikan, untuk mendapat proses lebih lanjut. Atas
perhatian dan sikap tegas Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, untuk mengambil alih Kwarda Papua Barat dan
selanjuinya melaksanakan Musda Luar Biasa, kami haturkan terimakasih.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manokwari, (11 Desember 2022

NO.|  Nama

Jabatan

' Tént___i{j Ta_n_gan-!(lap

01. Drs. Frans W. W. Fimbay, MM

Ka Kwarcab Teluk
Bintuni

/_

02. Aser Waroy, 5.S0s

Ka Kwarcab
Teluk Wondama

VARCAB 3305 |

03. Drs. Martinus Salamuk

Ka Kwarcab
Sorong Selatan

LI WDMDAMA !
T T

04. Musa Lasarus Malagam, S.Sos, M.Si

Ka Kwarcab Sorong

05. Hasbulah Furuada, S.I1P

Ka Kwarcab Kaimana

|
|

l GERAKAN PRAMUKA
]

KAIMANA

KWARTIR CABANG ”
)



06. Petronela Kambuaya, S.Pd, M.Pd Ka Kwarcab Kota Sorong U/

07. | Yohana Dina Hindom, SE, MM Ka Kwarcab Fakfak [\
Esu%maum
KWAR EANG
FAK-FAK
\_._.\——:__T)/
08. Mohamad Lakotani, SH.,M.S Calon Ka Kwarda

i Masa Bakti 2022 - 2022

Tembusan disampaikan kepada Yth:

. Gubernur Papua Barat selaku KAMABIDA Gerakan Pramuka;

- Para Bupati Wali /Kota se- Papua Barat selaku KAMABICAB Gerakan Pramuka;
. Para Ka Kwarcab Se-Kwarda Papua Barat;

. Arsip;

[

)



Lampiran XIX

Ditemukan Anggaran 30 Milyar
Selama Kepengurusan
Mohamad Lakotani
2017-2022
Yang TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNG JAWABKAN
SECARA TERPERINCI



NERACA
KWARTIR DAERAN GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

KIWART)
PAPUA BARAT

DAERAK

TAHUN 2018 §.0 2022
1|31 JANUART 2018 SALDO AWAL Rp 1648 35
2 [(9 MARET 2013 DANA NI
SEZD NO. 001/SPADLBIKAD-PPXD- Py 2010 fp 5,000,000,00)
3 |17 DESEMBER 2018 DANA HIM
S0 NO, 487/SP20-LS BAKAD-PPKD- P 2010 fp 1,000,000,00) ARy 6001648
PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018 Rp 5,557,965 921
4 110 Aprl 2019 DANA NI
SFID NO, 0151/5P20-L/BPKAD-PPKD-PB/2019 Rp 5,000,000,060
5 |(S DESEMBER 2019 DANA HI3A
SF2D NO. 3603/5P20-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019 Rp 2,000,000,00) Ry 1443667 464
PENGELUARAN K 3GIATAN TAHUN 2029 Rp  7,127,068229
SALDO PER 31 DESEMBER 2019 Rp 316614135
6 |13 FEBRUARI 2320 DANA HI3A
SFZD NO. 0038/SP20-.5/BPKAD-PPKD-PB/2020 Rp 6,000,000,0C0
7 |(< DESEMBER 2220 DANA HI3A
SPZD NO. 1414/SP20-.5/BPKAD-PPKD-PB/2020 Rp 3,000,000,0¢0 Ry 9316614138
PENGELUARAN KZGIATAN TAHUN 2020 Rp 9,140,903 268
SALDO PER 31 DESEMBER 2020 Rp 125,710,767
8 |2 JUN 2021 DANA HI3A
SFZD NO. 111/SP2D-LS/HIBAH/SETDA-KESRA-PB/2021 Rp 4,000,000,0C0 Ry 4175716067
PENGELUARAN KZGIATAN TAHUN 2021
9 (13ME202 DANA HI3A
SPZD NO, 0541/5P20-LS/HIBAH-UANC/ROKESRA/SETDA-KESRA-PB 2022 Rp 4,000,000,00) Ry LI
PEMGELUARAN KZGIATAN TAHUN 2022 R 44249530
SALDO PER NOVEMBER 2022 (KURANG ANGGARAN) Rp 3,710,085
Rp  30,001,648385 Rp 30,245358470
R 13,710,085
NOTE:
1. REKENING HIBAH (SALDO) : Ry 134m s
2, REKENING PENGELOLABAN PUSDIK (SALDO Ry 102,100,000
: ke 100, 00,000
Rp ST ~
BEN
Y
HELEN Mt



Lampiran XX

Permintaan Internal Audit
Keuangan, agar
Dilakukan Audit Keuangan
Pada Saat Musda Kwarda
Gerakan Pramuka

Papua Barat
29 Nov - 1 Des 2022



No. : 005/LPK-PB/2020
Hal : Rekomendasi Internal Audit

Kepada Yth.

Musyawarah Daerah Kwarda Papua Barat
di Manokwari

Bersama ini kami sampai rekomendasi-rekomendasi atas aktivitas
pemeriksaaan Keuangan dan Aset Kwartir daerah Papua Barat periedo 2017 -
2022. Selama melakukan internal audit, kami melihat dan menghitung
berdasarkan kwitansi atau bukti - bukti pengeluaran uang semuanya ada. Tapi
dalam perhitungan ada jumlah yang tidak seimbang. Disebabkan dalam
perhitungan manual dan Berkas — berkas yang kami minta belum lengkap. Dan
waktu yang begitu singkat sehingga pemeriksaan kami tidak maksimal.

Dan berikut ini kami sampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan internal audit:

1. Melakukan pencatatan Jurnal harus dilakukan dengan akurat dan
konsisten agar tidak menjadi selisih perhitungan.

2. Pencatatan Keuangan Kwarda hanya menggunakan BKU, dan
minghitung bukti bukti Pengeluaran. Sehingga terdapat salah
penjumlah. Dan harap dapat menggunakan Aplikasi keuangan yang
benar

3. Melakukan Jurnal Keuangan harus menggunakanmanual dan
menggunakan komputerisasi sehingga penjumlahnya dapat akurat

4. Pencatatan Bukti pada BKU harus dilakukan secara teliti dan benar,
sehingga pelaporan keuangan dapat tercapai keakuratnnya.

5. Melengkapi buku check list fixed asset sesuai dengan fisik barang yang
ada di masing-masing ruangan dan dicocokan dengan daftar fixed asset
dari Accounting.

6. Standarisasi label dan nama barang agar label dan nama yang dicatat
sama (sudah standar) sehingga memudahkan dalam inventarisasi fixed
asset.

Demikian laporan kami.atas perhatiannya disampaikan Terima Kasih

Mnokwari, 29 November 2022
Lembaka Pemeriksa Keuangan

1. Baldus Paiki

2. Andreas Gerson Rumbekwan

'3, Sri Mulat

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran XXI

Jawaban Pengurus Kwarcab
Gerakan Pramuka Papua Barat
Lainnya
(Save Gerakan Pramuka
Papua Barat)

menanggapi Surat
Penolakan Hasil MUSDA
Gerakan Pramuka Papua Barat
yang dilakuka oleh Kubu yang
di "Bina"
Mohamad Lakotani.



J GERAKAN PRAMUKA
' KWARTIR CABANG 3303 MANOKWARI
Alamat Sekretariat Eks Gedung DPRD Kab, Manokwarl Jalan Yos Sudarso Fanindi Manokwari

Nomor ¢t 003/3303-A,
Perihal t Tanggapan penolnkon Hasil MUSDA,

Klasifikasi @ Penting/ Segera,
Lampiran : 1 lembar

Kepada yth ;
Ketua kwartir Masionul Gerakan Prammka
Di

Jakarta

SALAM PRAM UKA.
Menindaklanjuti surat keberatan /penolakan hasil Musyawarah dacrah IV Kwarda Papua
Barat pada tanggal, 29,30 November 2022 dari beberapa Kwarcab se-Kwarda Papua Barat
vang ditujukan kepada Ketua Kwarnas, maka kami tegaskan bahwa dalam agenda sidang
sidang pada MUSDA 1V Kwarda Papua Barat berjalan sesuai dengan agenda Musyawarah.
Musyawarah Dacrah IV Kwarda Papua Barat memenuhi karena pada sidang pleno 3 peserta
sidang adalah 2/3 dan ditambah delegasi kwarda,
Tentang MUSLUB scperti yang ditegaskan dalam ART Gerakan Pramuka :
Pasal 116 : ayat (1) Mulub diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di
luar waktu penyelenggaraan Musyawarah,
ayat (2) Muslub disclenggaran atas prakarsa Kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya
dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis
kepada kepada Kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas,
ayat (3) Muslub diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis
diterima Kwartir yang bersangkuta.
Pasal 117 : Peserta MUSLUB terdiri dari Kwartir penyelenggara dan Kwartir jajaran
dibawahnya/gugus depan yang jumlahnya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan.
Pasal 118 : Acara MUSLUB.,
Acara Musyawarah Luar Biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar
diselenggarakannya musyawarah.
Berkaitan dengan tanggapan dari Kwartir Nasional bahwa Musyawarah yang diselenggaran
pada tanggal, 30 November 2022 belum tuntas/belum terpilihnya ketua Kwartir Daerah
keranui terjadi perolehan suara yang sama dalah tidak benar.
Terkait dengan panitia Musyawarah, bahwa pada saat tanggal 30 November malam Ketua
panitia Musyawarah tidak berada di tempat Musyawarah,
Selanjutnya kami mohon Ketua kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk memperhatikan
dan membaca Laporan Presidium/’lmpinan Sidang bahwa agenda sidang berlangsung
dengan aman hingga selisai sesuai mekanisme persidangan ada ter jadi hal-hal yang diluar
dugaan. (terlampir)

Dipindai dengan CamScanner
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Selanjut terkait dengan surat penolakan Ka Kwarcab 3309 Teluk Bintuni, kami menilai bahwa
mandat KaX warcab teluk Bintuni tidak mengindahkan ART Gerakan pasal 80 tentang Peserta
Musyawarah Dacrah, ayat 3 utusan Cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan (8) orang
yang diberi kuasa oleh Ketun Kwartir Cabang, diantaranya adalah unsur pimpinan, pusat
pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang dan dewanker ja cabang serta diusahan
ada unsur putra dan putri, Sural sural penolakan ynng dikirimkan ke Kwamas dari masing
masing Kwarlir Cabang ada indikasi MAL Admisitrasi misalnya nomor surat dan tanggal surat
dari 6 (Enam) Kwurcab,

Contoh:

1. Kwarcab 3309 Teluk Bintuni; nomor surat mandalnya adalah Nomor : 081/33-A.
Tertanggal, Manokwari 14 November 2022 kemudian nomor surat penolakan hasil
Musyawarah adalgh : 42 -3309 - A . Dintuni, ? Desember 2022, kemudian diberi tanggal
5 Desember 2022.

2. Sumt kwarcab3305 teluk Wondama, Sural mandat untuk mengikuti Musyawarah saerah
adalah Nomor 022/3305-A tertanggal Rasici, 28 November 2022, Sedangkan Nomor
penolakan adalah: 020/3305-A Rasiei 5 desember 022,

3. Sural Kwreab 3301 Fakfak untuk surat Tugas mengikuti MUSDA IV Kwarda Papua Barat
adalah Nomor : 65/3301-A tertanggal, 23 November 2022, Kemudian surat penolakan
dengan Nomor Surat: 032/3301_A tertatanggal 05 Desember 2022,

4. Kwarcab 3302 Kabupaten Sorong Surat Tugas Nomor : 002/3302-A Tertanggal, 25
November 2022, Surat Penolakan Bernomor : 036/3302-A Tertanggal Kaimana 06
Desember 2022,

5. Kwarcab Kota Sorong Surat Mandat Nomor: 062/3304 A tertanggal, 26 November 2022.
Surat penolakan Nomor: 000/3304-A. Tertanggal, 5 Desember 2022.

6. Kwartir Cabang 3306 Kaimana surat Mandat Nomor : 135-3306-A-2022, tanggal, 23
November 2022. Surat penolakan Nomor: 028/3306 A Kaimana 06 Desember 2022.

Wakil ketua 1 Kwarcab 3303 Manokwari yang juga adalah sebagai Ketua presidium
menyampaikan bahwa surat-surat tersebut diatas dikirim salah alamat karena penyelenggara

Musyawarah Daerah [V Kwarda Papua Barat adalah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua
Barat.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan teima
kasih.
Manokwari : 10 Januari 2023,

Gerakan Pramuka kwartir Cabang-3303-Mapokwari,
A\ Wak]| ketua 1,
Mengetah t [
. Kwarcab, s\ | 3
S \,w ﬁ/
| GERAKAN PRAK KA TN ..
- T kRt caantie. AR, Krisifu, SST
0. MANOKWARI
Tembusan kepada Yih ; E% LL——&

Presiden RI selaku KAMABINAS Gerakan Pramuka di Jakarta,
Ketua Komisi X DPR RI di Jakarta

Gubernur Papua Barat di Manokwari

Bupati selaku KAMIBICAB sebagai Inporan.

Para Ka. Kwarcab se-Kwarda Papua Barat

Para Ketua delegari Kwarcab peserta MUSDA se-Kwarda Papun Barat

P bW

Dipindai dengan CamScanner
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B

MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

LAPORAN KETUA PRESIDIUM MUSYAWARAH DAERAH 1V
GERAKAN PRAMUKAPAPUABARA™ ~ $1IUN2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyiwarih Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun
2022 di Manokwari tanggal 29 NOvember s/d 1 Desember 2022 (clah berjalan dengan baik dan lancar.

Bahwa dalam agenda sidang sidang pada MUSDA 1V Kwarda Papua Barat ada terjadi hal-hal
yang diluar dugaan sbb ;

.
2,

Pemilihan ketua Kwardn Papua Barat periode 2022 — 2027 terjadi suara imbang : 6/ 6.
Dalam arahan waka orgakum kwamnas bahwa apabila terjadi hal semacan ini maka
kedua kandidat bermusyawarah atau bila ada unsur MABIDA yang hadir maka anggota
MABIDA yang hadir dapat memberikan suara.

Pada Jam: 00.15 wit Kandidat Ketua Kwartir Daerah Papua Barat atas nama Mohmmad
Lakotany, SH, M.Si bersama-sama dengan utusan Kwarda dan beberapa Kwarcab
yaitu; Sorong Selatan, Teluk Wondama, Kaimana serta beberap utsusan dari Kab.
Sorong serta Teluk Bintunj) termasuk anggota presidium ( Wim Fimbay /Kwarcab
teluk Bintuni) dan Anggota Presidium ( Hendrik Kondong/ Kwarcab Sorong Selatan )
meninggalkan ruangan MUSDA IV,

Dalam kondisi ini kaka M. Lakotany meminta bantuan kepada kaka Helen Frinda Dewi
untuk menghubungi staf ahli Gubernur Papua Barat datang dan untuk memberikan hak
suara.

Peserta MUSDA IV berkeberatan karena Staf ahli Gubernur bukan anggota MABIDA.
Oleh peserta MUSDA IV berkehendak bahwa anggota MABIDA yang berhak
memberikan HAK SUARA adalah yang tertera dalam SK Kwamas nomor : 008 tahun
2018.

Anggota MABIDA Kwarda Papua Barat yang hadir dan mengikuti MUSDA [V dari tgl
29 November 2022 sampai tanggal 1 desember 2022 adalah anggota dengan nomor urut
25 dalam SK Kwarnas nomor ; 008 Tahun 2018 adalah Kakak Editha Rahaded, S.Sos,
MH.

Wakil Ketua Kwamas Bidang ORGAKUM sebagai konsultan dalam MUSDA IV
masih tetap mengikuti proscs pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua
Barat ketika kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH menggunakan Hak Suara dari unsur
MABIDA

Dari proses pemilihan ketua kwartir Daerah Papua Barat periode 2022 2027 dengan
menggunakan Hak Svara dari unsur MABIDA, unsur pimpinan sidang hanya ada tiga
(3) orang ; 1, Jantje.A.B Krisisf u, SST, (Ketua) 2. Kartayaga Karubuy( anggota) serta
3. Helen Frinda Dewi, S,Hut, M.Si. (anggota ) dan utusan dari tiap Kwarcab terdiri dari
Kwarcab ; Maybrat, Manokwari selatan, Raja Ampat, Manokwari, Kota Sorong,
Fakfak, Kab. Sorong 1 orang, Kaimana 1 orang.)

10. Dalam proses pemilihan terpilih : DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua.

Dengan perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) Suara,
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Setelah pembacaan surat keputusan MUSDA 1V tentang penctapan DR. LASARUS
INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua terpilih, kakak Helen Frinda Dewi, SHut, M.Si
sebagai anggota presidium menolak menandatangani surat keputusan, tetapi tetap ada
pada meja pimpinan sidang.

Surat keputusan MUSDA IV hanya di tanda tangani oleh Ketua Presidium dan 1
anggota Presidium yaitu kakak Kartayaga Karubuy.

Pada saat prosesi penycrshan palu sidang dari presidium kepada ketua terpilih
diserahkan olch ketua presidium dan di dampingi ole% -2kak Kartayaga Karubuy dan
kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut,, M.Si.

Agenda MUSDA 1V Kwarda Paua Barat di tutup tanggal 1 Desember 2022 jam 04.15
wit.

Satu hal yang menjadi tanda tanya bagi saya (Jantje.A.B.Krisifu) bahwa apakah boleh
dan bisa seorang Ketua Kwarcab Membuat Mandat untuk dirinya sendiri mengikuti
MUSDA IV tanpa didampingi oleh unsur pimpinan Kwarcab.

Dalam surat edaran III MUSDA IV tahun 2022 Kwarda Papua Barat jelas tertera
Peserta MUSDA sesuai ART Gerakan Pramuka BAB VI bagian pertama pasal 80 ayat
3.

KaKwarcab teluk Bintuni di usulkan oleh KaKwarda Papua Barat sebagai anggota
Presidium MUSDA [V. Ketika KaKwarcab teluk Bintuni melaksanakan tugas sebagai
anggota Presidium, maka tidak ada delegasi dari Kwarcab teluk Bintuni yang bisa hadir
dalam rapat-rapat komisi dan rapat paripumna.

Terlampir kami kirimkan foto-foto kegiatan dalam MUSDA IV dan foto copy surat
tugas/ mandat dari masing-masing kwarcab dan Kwarda Papua Barat sebagai utusan
dalam acara MUSDA IV Kwarda Papua Barat

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian sertakerjasamanyadi ucapkan
Manokwari : 2 Desember 2022.

MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022

Presidium, ;
1. Jantje. A.B. Krisifu, SST (Ketua)
2. Kartayaga Karubuy, (Anggota )
3. Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si (ANERO ) 3, .vciicceraeseeeneraeres

Dipindai dengan CamScanner
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GERAKAN PRAMUKA @
KWARTIR CABANG 3307 RAJA AMPAT \%

Alamat: Waisal Raja Ampat  Emall, kwarcabra jaampat@gmail.com

— —_— - —
Nomor : 001-3307-A

Klaslfikasi : Segera

Perihal : Penolakan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 6 Januari 2023

Kepada

Yth, Ketua Majells Pembimbing Daerah Papua Barat

Di-
Manokwari.

Salam Pramuka.

Membaca surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal, 6 Januari 2023 Nomor :
0006 — 00 — B dan Nomor : 0007 — 00-A, Klasifikasi : Penting/Segera, Perihat : Hasil Musda
Papua Barat, Kami Kwartir Cabang 3307 Raja Ampat secara TEGAS MENOLAK di sebabkan surat
yang di keluarkan Kwartir Nasional hanya menerima dan _mendengar dari satu penjelasan.
Terkait dengan itu kami mohon ketua kwartir nasional membatalkan surat tersebut karena
Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12
tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan Angaran Dasar dan Anggarang Rumah Tangga
Gerakan Pramuka,Oleh sebab itu Kwartir Nasional tidak perlu interfensi karena ini urusan
internal Kwarda Papua Barat.

Mohon Perhatian Kamabida Papua Barat dan Kakwarnas memperhatikan surat penclakan yang
di sampaikan 6 Kwarcab antara lain 3302 Kab.Sorong, 3306 Kaimana, 3309 Teluk Bintuni, 3305
Teluk Wondama,3301 Fakfak dan 3304 Kota Sorong, secara administrasi melakukan penipuan
penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta surat — surat tidak dikeluarkan oleh

kwarcab masing — masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Raja Ampat, 12 Januari 2023

Tembusa Kepada Yth,

1. Ketua Kwartir Nasionai di Jakarta

2. Gubernur Papua Barat di Manokwari
3. Arsip RAJA AMPAT




GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR CABANG 3310 KABUPATEN MAYBRAT
Alamat : JI. Raya Kumurkek -Ayawasi

Maybrat, 12 Januari 2023

Nomor 1 002-3310-A

Klarifikasi . Segera

Perihal : Penolakkan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 06 Januari 2023
Kepada Yth,

Gubernur Papua Barat selaku ketua MABIDA
Gerakan Pramuka Papua Barat
Di -

Manokwari

Salam Pramuka !

Membaca surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 0006-
00-B dan Nomor: 0007-00-A, Klarifikasi: Penting/Segera, Perihal: Hasil Musda Papua Barat, kami kwartir
cabang 3310-A Maybrat secara tegas menolak karena disebabkan surat yang dikeluarkan Kwartir Nasional
hanya menerima dan mendengar saran dan masukan/pendapat dari satu pihak saja. Terkait dengan itu kami
Kwartir Cabang 3310 Maybrat memohon untuk Ketua Kwartir Nasional membatalkan surat tersebut karena
Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2010
tentang gerakan Pramuka dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka, oleh sebab
itu Kwartir Cabang Nasional tidak perlu interfensi dan mengambil keputusan yang tidak akurat karena ini
urusan internal Kwarda Papua Barat.

Mohon perhatian Ka. Mabida Papua Barat dan Ka Kwarnas memperhatikan surat penolakan yang
disampaikan oleh 6 Kwarcap antara lain :

1. Kwarcab 3302 Kabupaten Sorong
Kwarcab 3306 Kabupaten Kaimana
Kwarcab 3309 Kabupaten Teluk Bintuni
Kwarcab 3305 Kabupaten Teluk Wondama
Kwarcab 3301 Kabupaten Fak-fak, dan
Kwarcab 3304 Kota Sorong

Secara administrasi melakukan penipuan penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta
surat-surat yang tidak sah dikeluarkan oleh kwarcab masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

I
é&%‘}“uit
(wartir,Cabang 3310 Maybrat
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Tembusan :
1. Ketua Kwarnas di Jakarta
2. Arsip



GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR CABANG 3312 MANOKWARI SELATAN
Jin. Waspiri Sabri Manolwari Selatan Papua Barat Kode Pos. 98355

SO 1 01/3012-A. Ransikl, 14 Januarl 2023
Klsifikasl : Segera/Penting.
Perihal + Penolakan Surat Kwarnas Nomor: 0006 -00-8.

Kepada Yth:
Ketua Kwartlr Nastonal Gerakan Pramuka
]

Jakarta

SALAM PRAMUKA.

Memperhatikan surat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 0006-00-8 tanggal 6
Januari 2023, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, dan laporan
Ketua Pimpinan Sidang (Presidium) Musda IV Kwarda Papua Barat tanggal, 2 Desember 2022,
maka kami melalul Koordinasi Pimpinan Kwartir Cabang 3312 MANSEL, menyimpulkan
bahwa ;

1. Mekanisme persidangan pada MUSDA IV sudah berjalan sesuai dengan agenda
Musyawarah.

2. Kwartlr Nasional Gerakan Pramuka telah mengintervensi hasll Musda Kwarcla Papua
Barat tahun 2022,

Untuk itu kami menyampaikan bahwa ;

1. Xami mohon agar Kwartir Nasionai Tidak mengintervensi keputusan Musyawarah
Daerah IV Kwarda Papua Barat.

2. Bahwa MusyaWarah Daerah adalah Forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat
Daerah. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 79 ayat 1.

3. Musyawarah Daerah diadakan sekall dalam 5 (lima) tahun. (ART Pasai 79 ayat 2).

4. Musyawarah Daerah dinyatakan Sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua
pertlga jumiah Kwartir Cabang. (ART Pasal 79 ayat 3.) laporan Ketua Presidium
terlamplr,

5. Terkalt dengan usul MUSLUB kepada Sekretarls Daerah Provinsi Papua Barat, kami
menganggap bahwa hal itu keliru dan tidak sesual dengan isi AD/ART Gerakan
Pramuka.

Berkaitan dengan ltu kami menyampalkan sekali lagl bahwa Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka tidak boleh /Jangan mengintervensi Keputusan Musyawarah Daerah IV Kwarda
Papua Barat tahun 2022,

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kaml sampalkap terima kasih.

e =

Tembusan kepada Yth ;
1. Gubernur Papua Barat selaku KAMABID A

2. Bupati Manokwari Selatan selaku KAMABICAB

3. Ka. Xwarcab Manokwari Selatan (sebagai laporan)
4. Para Ka.Kwarcab se-Kwarda Papua Barat.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KOTA SORONG

JI. Jend. Sudirman Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong

Nomor : 008/3304 - A Kota Sorong, 15 Januari 2023
Klarifikasi : Segera

Perihal : Penolakkan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 06 Januari 2023

Kepada Yth,

Gubernur Papua Barat selaku ketua MABIDA
Gerakan Pramuka Papua Barat
Di -

Manokwari

Salam Pramuka !

Minindak lanjuti surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal 06 Januari 2023 Nomor:
0006-00-B dan Nomor: 0007-00-A, Klarifikasi: Penting/Segera, Perihal: Hasil Musda Papua Barat, kami
Kwartir Cabang Kota Sorong menyampaikan Analisa atas Musda ke-1V Tahun 2022 Kwartir Daerah
Papua Barat :

1.
2.

ok ow

10.

11.

Perserta musda dihadiri oleh 13 kwarcab dan kwarda dan disahkan sebagai kuorum
Kwarcab tambraw oleh Kak M. lakotani keberatan karena kwarcab tambraw belum memiliki
SK Kwarcab. Dan tidak mendapat hak suara, maka jumlah suara sah berjumlah 13 suara
yaitu kwarda dan 12 kwarcab.

Kwarcab kab. Teluk bintuni hanya dihadiri oleh 1 orang dan di tunjuk sebagai presidium.
Proses pemilihan melalui votting dan hasil 6 suara kak lakotani dan 6 suara kak lazarus.
Sesuai arahan dari waka orgakum kwarnas bahwa unsur_mabida_memiliki 1 suara. Dan
sesuai SK mabida dan yg hadir saat itu adalah Kak Ita Rahadit.

Ada rencana penundaan musda atas usulan beberapa kwarcab namun beberapa kwarcab
menulak penundaan tersebut.

Terjadi walkout oleh kwarcab bintuni, wondama dan sorong selatan,kab sorong dan kaimana
bersama calon ka kwarda M. lakotani.

Melihat hal tersebut ketua presidium memeriksa kembali kuorum yang ada dan masih ada 9
peserta didalam ruang sidang yaitu : kwarda, kota sorong ,maybrat, raja ampat, manokwari,
fak fak, manokwari selatan, kab. Sorong dan kaimana (hanya 2 orang). Berdasarkan hal
tersebut maka data dikatakan kuorum masih memenuhi persyaratan yaitu dihadiri 2/3 peserta
sesuai dengan ART pasal 79.

Tindakan walkout dapat diartikan tindakan yang tidak menghormati sidang selaku forum
tertinggi di kwarda papua barat dikarenakan peserta yang walkout tidak menyampaikan
kepada presidium.

Oleh karena itu peserta yang masih hadir bersepakat untuk hak suara sesuai dengan

SK dan Unsur mabida yang hadir kepada Kak Ita Rahadit.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keputusan Musda ke-1V tersebut sah karena
disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir sesuai kuorum yang telah disahkan.

Berdasarkan Analisa atas MUSDA Papua Barat secara tegas Kwarcab Kota Sorong menolak surat yang
dikeluarkan Kwartir Nasional yang mana hanya menerima dan mendengar saran dan masukan/pendapat
dari satu pihak saja. Terkait dengan itu kami Kwartir Cabang Kota Sorong memohon Ketua Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka membatalkan surat tersebut karena Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua
Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2010 tentang gerakan Pramuka dan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka, oleh sebab itu Kwartir Nasional tidak
perlu interfensi dan mengambil keputusan yang tidak akurat karena ini urusan internal Kwarda Papua
Barat.



Mohon perhatian Ka. Mabida Papua Barat dan Ka Kwarnas memperhatikan surat penolakan yang
disampaikan oleh 6 Kwarcab antara lain :

Kwarcab Kabupaten Sorong

Kwarcab Kabupaten Kaimana

Kwarcab Kabupaten Teluk Bintuni

Kwarcab Kabupaten Teluk Wondama

Kwarcab Kabupaten Fak-fak, dan

o gk~ w NP

Kwarcab Kota Sorong

Secara administrasi melakukan penipuan penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta
surat-surat yang tidak sah dikeluarkan oleh kwarcab masing-masing. “(Untuk Kota Sorong surat yang
dikeluarkan tidak dimusyawarahkan dan tidak melalui administrasi Gerakan pramuka kwarcab
kota sorong dan tidak ada nomor surat)”.

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Gerakan Pramuka
Kwartir Cabang Kota Sorong

ota Dewasa Wakil Ketua BidangAnggota Muda
2

Hasan Yusuf ani

Yayuk Kastari

Wakil Ketua Bidang Abdi Masyarakat
GERAKAN PRAMUKA

KWARCAB 3304
KOTA SORONG

Suardi

Sekretaris

andri Yahy,

Tembusan :

1. Ketua Kwarnas di Jakarta

2. Arsip



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG FAKFAK

Ji. Cenderawasih Kelurahan Fakfak Utara - Fakfak. Kode Pos. 98612
Email - gerakanpramukawarcablakfak@gmail com

Nomor *01/3301-A Fakfak, 12 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanggapan Atas Hasil Musda IV

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat

Kepada Yth.
Gubemnur Papua Barat
(selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Papua Barat)
di-
Manokwari

Salam Pramuka

Dengan ini kami Kwartir Cabang Fakfak menyampaikan dengan tegas bahwa Musda
iV Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tanggal 29 —~ 30 November 2022
dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Delegasi dari Kwartir Cabang Fakfak berjumiah lima (5) orang yang mana
sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 65/3301-A. Untuk Mewakili sekaligus
mengikuti MUSDA IV Gerakan Pramuka Papua Barat di Manokwari yang
dilangsungkan pada tanggal 29 sampai dengan 30 November 2021. (Bukti Surat
terlampin

2. Bahwa Surat Rekomendasi yang dilayangkan ke Kwarcab—Kwarcab se-Kwarda
Papua Barat diduga ada Oknum Kwarda yang bermain mata dan melakukan
interfensi dengan memerintahkan kepada Ketua kwarda untuk mengamankan
(menandatangani rekomendasi tanpa adanya pertemuan secara oranisatoris guna
menentukan pilihan dan membahas hal dimaKsud secara organisatoris) oknum
dimaksud guna dimenangkan dalam Musda Pramuka Papua Barat.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

3 Bahwa proses yang terjadi selama MUSDA IV Gerakan Pramuka Papua Barat di
Manokwari dari pembukaan sampai dengan selesainya telah berjalan sesuai
dengan prosedur organisasi yang mana telah dilewali beberapa tahapan
persidangan dan sidang pertama sampai dan dengan selesainya.

4. Bahwa proses MUSDA IV Gerakan Pramuka Papua Barat di Manokwari memiliki
beberapa tahapan dan agenda persidangan yang mana tidak hanya monoton
pada sebuah perbelatan pemilihan Ketua Kwartic Daerah masa Bakti 2022-2027
melainkan juga adanya agenda pembenahan dalam bentuk saran dan masukan
sebagai suatu bentuk pengusulan program guna pembenahan organisasi ke arah
yang lebih baik dan teristimewa dapat menyentuh serta mengembalikan marwah
organisasi ke arah yang sebenamya.

5. Bahwa dalam proses persidangan sangatlah disayangkan ketika Kwarcab Fakfak
cukup menjadi perhatian Forum dan Pimpinan Sidang pada saat Sidang Paripuma
Ke Ill Pemilihan Ketua Kwarda yang baru. Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang
telah diberikan kepada ke 5 (lima) orang (mandataris) yang hadir dalam Musda
dan juga dalam kesempatan yang sama dihadiri oleh Ketua Kwarcab Fakfak yang
pada saat yang sama telah dengan hormat meminta waktu pada pimpinan sidang
guna membahas secara internal Kwarcab untuk menentukan pilihan daa siapa
yang memiliki hak untuk memilih. Hasil dari pertemuan kurang lebih 5 (lima) menit
(berdasarkan waktu skorsing yang diberikan pimpinan sidang), Ketua Kwarcab
Fakfak memberikan hak kepada para mandataris untuk menentukan pilihan
secara tertutup dan rahasia, maka hal ini telah sesuai dengan kesepakatan
internal kwarcab dan Kwarcab Fakfak mengunakan hak pilihnya dalam Sidang
Musda secara resmi.

6. Banyak hal yang terjadi pada proses MUSDA IV Gerakan Pramuka Papua Barat
yang menurut hemat kami telah jauh dari marwah organisasi kepramukaan
diantaranya,

* Dugaan penyalahgunaan keuangan Kwarda Papua Barat selama satu periode
kepengurusan (2017 -- 2022).

* Diduga adanya intervensi politik guna memenangkan dan mengamankan salah
satu pihak dalam bursa calon Ketua Kwarda.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

* Diduga proses Musda IV kali ini banyak pelanggaran administrasi guna
mengamankan salah satu bakal calon ketua yang dilakukan oleh pihak panitia

» Diduga proses Musda IV sangat jauh dari semangat organisasi Gerakan
Pramuka dan sangal sarat kepentingan dan keserakahan guna merebut jabatan
ketua Kwarda.

Maka kepengurusan yang sesungguhnya dan tidak patut untuk dicontohi dan periu
adanya perubahan maka Kwarcab Fakfak cukup mengkritisi berbagai proses dan
agenda Musda yang pada intinya menginginkan adanya perbaikan dan
pembenahan pada kepengurusan Kwarda yang baru dan dapat membenahi yang
kurang darn proses pengembangan organisasi Pramuka di Tingkat Kwarda Papua
Barat.

Bahwa Proses Persidangan yang telah terjadi menurut hemat kami merupakan
suatu dinamika forum dan tidak ditemukan adanya tendensi dari pimpinan dan
anggota sidang (Presidium), bahkan yang terjadi bahwa beberapa Perwakilan
Kwarcab memilih menarik diri dan keluar (walkouf) dari forum MUSDA tanpa
mengindahkan Pimpinan Sidang dan Terkesan MUNTABER (Mundur Tanpa
Berita).

Bahwa Surat Penolakan yang mengatasnamakan Kwarcab Fakfak dengan Nomor:
032/3301-A, tertanggal 5 Desember 2022 diduga sebagai bukti pengiringan kedua
kali kepada Kakwarcab Fakfak dengan menandatangani surat dimaksud yang
ketika ditelusuri oleh intemal Pengurus Kwarcab Fakfak maka ditemui adanya
dugaan pelanggaran administrasi mulai dari Kop Surat, nomor surat sampai
dengan Cap Surat dimaksud. (Bukti Surat Terlampir)

Bahwa inti dari semua proses yang telah terjadi dalam MUSD A Pramuka adalah
bag:an dari suatu proses organisasi yang pada dasamya diperiukan adanya
perubahan dan baiklah apa yang telah terjadi dan terlaksana hendaknya kita bisa
saling menerima karena pada hakekatnya tidak ada yang kekal dan abadi, dan
adanya kesalahan wajib untuk diperbaiki. Mari sama-sama bergandengan tangan
untuk perubahan dan pembenahan Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat
kearah yang lebih baik terstimewa untuk menjadi wadah pengayom dan sekaligus

cermin yang baik bagi pengembangan O:rganiaasi Gerakan Pramuka di Papua
Barat pada umumnya.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Demikian beberapa hal inl dapat kami sampaikan dan dapat menjadi bahan
pertimbangan sekaligus bahan masukan yang dapat dipergunakan sebagai mana
mestinya.

Salam Pramuka.

=

.~.-;~;i(wa{gr Cabang Fakfak
i

Tembusan kepada Yth;

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta:
2. Ketua Kwarda Papua Barat di Manokwari:
3. Ketua Kwarcab Fakfak (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

LAPORAN KETUA PRESIDIUM MUSYAWARAH DAERAH IV
GERAKAN PPRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuban Yang Maha Esn Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun
2022 di Manokwari tanggal 29 NOvember s/d 1 Desember 2022 telah ber jalan dengan baik dan lancar.

Bahwa dalam agenda sidang sidang pada MUSDA 1V Kwarda Papua Barat ada terjadi hal-hal
yang diluar dugaan sbb ;

1.
2.

10.

Pemilihan ketua Kwarda Papua Barat periode 2022 - 2027 terjadi suara imbang : 6/ 6.
Dalam arahan waka orgakum kwarnas bahwa apabila terjadi hal semacan ini maka
kedua kandidat bermusyawarah atau bila ada unsur MABIDA yang hadir maka anggota
MABIDA yang hadir dapat memberikan suara.

Pada Jam : 00.15 wit Kandidat Ke¢tua Kwartir Dacrah Papua Barat atas nama Mohmmad
Lakotany, SH, M.Si bersama-sama dengan utusan Kwarda dan bcberapa Kwarcab
yaitu ; Sorong Selatan, Teluk Wondama, Kaimana scrta beberap utsusan dari Kab.
Sorong serta Tcluk Bintuni) termasuk anggota presidium ( Wim Fimbay /Kwarcab
tcluk Bintuni) dan Anggota Presidium ( Hendrik Kondong/ Kwarcab Sorong Sclatan)
meninggalkan ruangan MUSDA IV .

Dalam kondisi ini kaka M. Lakotany meminta bantuan kepada kaka Helen Frinda Dewi
untuk mengbubungi staf ahli Gubernur Papua Barat datang dan untuk memberikan hak
suara.

Peserta MUSDA 1V berkcberatan karena Staf ahli Gubernur bukan anggota MABIDA.
Oleh peserta MUSDA IV berkchendak bahwa anggota MABIDA yang berhak
memberikan HAK SUARA adalah yang tertera dalam SK Kwarnas nomor: 008 tahun
2018.

Anggota MABIDA Kwarda Papua Barat yang hadir dan mengikuti MUSDA IV dari tgl
29 November 2022 sampai tanggal 1 desember 2022 adalah anggota dengan nomor urut
25 dalam SK Kwarnas nomor: 008 Tahun 2018 adalah Kakak Editha Rahaded, S.Sos,
MH.

Wakil Ketua Kwarnas Bidang ORGAKUM scbagai konsultan dalam MUSDA IV
masih tetap mengikuti proses pemilihan Ketua Kwartir Dacrah Gerakan Pramuka Papua
Barat ketika kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH menggunakan Hak Suara dari unsur
MABIDA

Dari proses pemilihan ketua kwartir Daerah Papua Barat periode 2022 2027 dengan
menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA, unsur pimpinan sidang banya ada tiga
(3) orang ; 1. Jantje.A.BKrisisfu, SST, (Kctua) 2. Kartayaga Karubuy( anggota) scrta
3. Helen Frinda Dewi, S,Hut, M.Si. (anggota) dan utusan dari tinp Kwarcab terdiri dari
Kwarcab ; Maybrat, Manokwari selatan, Raja Ampat, Manokwari, Kota Sorong,
Fakfak, Kab. Sorong 1 orang, Kaimana 1 orang.)

Dalam proses pemilihan terpilih: DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Scbagai ketua.
Dengan peroleban suara scbanyak 7 (tujuh) Suara.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Setelah pembacaan surat keputusan MUSDA IV tentang penetapan DR. LASARUS
INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua terpilih, kakak Helen Frinda Dewi, §. Hut, M.S;
scbagai anggota presidium menolak menandatangani surat keputusan, tetapi tetap ada
pada meja pimpinan sidang.

Surat keputusan MUSDA [V hanya di tanda tangani oleh Ketua Presidium dan |
anggota Presidium yaitu kakak Kartayaga Karubuy.

Pada saat prosesi penyerahan palu sidang dari presidium kepada ketua terpilib
diserahkan oleh ketua presidium dan di dampingi oleh kakak Kartayaga Karubuy dan
kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut., M.Si.

Agenda MUSDA IV Kwarda Paua Barat di tutup tanggal 1 Desember 2022 jam 04.15
wit.

Satu hal yang menjadi tanda tanya bagi saya (Jantje.A.B.Krisifu) bahhwa apakah boleh
dan bisa scorang Ketua Kwarcab Membuat Mandat untuk dirinya sendiri mengikuti
MUSDA IV tanpa didampingi oleh unsur pimpinan Kwarcab.

Dalam surat edaran Il MUSDA IV tahun 2022 Kwarda Papua Barat jelas tertera
Peserta MUSDA sesuai ART Gerakan Pramuka BAB VI bagian pertama pasal 80 ayat
3.
KaKwarcab tcluk Bintuni di usulkan oleh KaKwarda Papua Barat sebagai anggota
Presidium MUSDA IV. Ketika KaKwarcab teluk Bintuni melaksanakan tugzas sebagzi
anggota Presidium, maka tidak ada delegasi dari Kwarcab teluk Bintimni yang bisa hadir
dalam rapat-rapat komisi dan rapat paripurna.

Terlampir kami kirimkan foto-foto kegiatan dalam MUSDA IV dan foto copy surat
tugas/ mandat dari masing-masing kwarcab dan Kwarda Papua Barat sebagai utusan
dalam acara MUSDA IV Kwarda Papua Barat

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ncapkan
teima kasih.
Manokwari : 2 Desember 2022.

MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022

- !

3.

Presidium, ; -
. Jantje. A.B. Krisifu, SST (Ketua ) e

Kartayaga Karubuy, (Anggota) | N

Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si (Anggota) 3. .crececcinnnsacncasnnsene

Dipindai dengan CamScanner
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KEFITTUBAN
MUSYAWARAH DAERAN IV GERAKAN PRAMIKA PAVUA BARAT TANIIN 3011
NOMOR ¢ 05/MUBDA/ILL
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN KEGIATAN DAR
KEUANGAN/PERBENDATARAAN KWARTII DAVERAN
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT MASA BAK'TI 20177022

Dengan ahmmt Tibian Y sng Maha Vas
Musyawarsh Daerah 1V Clerakan Promikn Pagon mat ' ahan 20777,

Menimbang Con hahwa sasual Anggaran imah Tangga Clerakan Visimia Vessd 4] wyt (4)
huraf a, nearn pokok Musywwaeah Dusrah yuiti penymngsian, pambbssin A
pengesahan pertanggingjaviahan V.wmiir 1Dasish salnina pmusn bdel) taspmmsis
pertanggungjavshan kensngan,

h. bahwa laporan pertanggungjavishmn kegintan dan Yevangmm/ jprimndin s
Kwantie Daesah Cierabnn Pinmubn Vapun st mnsa bhiets 700770777 1t
dissmpaikan pada sidang pleno | Musda 1Y Tahun 2022,

e bahwa sehubungan dengan hal tersehmt dintas, mikn poriu distagesn S

disahkan dengan Keputusan temang laporan penangumvg s kayidam 4

keuangan/perbendaharaan K.wartir Dasrah Gerakan Visimien Vagua et 1ose

bakti 20172022 dalam Musda 1Y Tahun 2022.

UndangUndang, Momor 12 Talwn 2010 (eimang stk sn Veaiiks,

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumsh Tangus Cerakan Viamika,

Keputusan Kwartic Nasiona) Gerakan Pranwika Women © 222 “Tamn 2477

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartie Dasrah CGorakan Vizimics,

4, Keputusan Kwartir Dasrah Gerakan Pramika Papua 1yarat Yepper | 015 Tabwn
2022 temang Musyawarsh Daersh 1V CGerskan Viseonder Vapua fieest
Tahun 2022,

Memperhatikan : |, Laporan Pentanggungfjawaban kegiatan dan kenangan/pertendabaiasn Kowvart
Daerah Gerakan Pramuka Papua Parat masa bakti 2017= 2022 yaay tslsh
disampaikan dalam Sidang Pleno |,

2, Pembahasan dan Pandangan wmum pesenta Musda 1Y Tahun 20922 pada Sidany
Pleno 1,

Menginpat

RE ) Jea)

MYIMUTUBKAN

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN KEGIATAN DAN
KEUANGAN/PERBENDAHARAAN KWARTIR DAERAN
GERAKAN PRAMUKA PAPUABARAT MASA BAKTI 20172022

Menetapkan

Pertama : Menerima dan  menyetujui  Laporan  Pentanggungjewaban kegiatan dan
keuangan/perbendaharaan Kwantir Dacrah Gerakan Prammica Vapua Barst masa
bakti 2017 = 2022 sehagaimana terampir dalam keputusan ini,

Fedua i Dengan  diterimanya  Laporan  Penanggungjawadan  kogisten  dan
keuangan/perbendaharaan Kwantir Dacrah Gerakan Pramuka Vapua Darst masa
bakti 2017 ~ 2022 dalam Musda IV Tehun 2022, maka Pengurus Kvraetie Dasrsh
Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 dinysmskan tedah selossi
melaksanakan tugas dan tannggungjawabnya selama masa bak 2917.2022

Koetiga 1 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di  © Manokwii
Pada tangyal ¢ 2P Nowenbyer 2022

Musda IV Cerakan Promub n Papus Serst Tabun 2077
Presidium,

1, TAVIENALS S 1l brimpatistl) )
2. Yo4r . FARBCUY (4o ,Tq!w{f-”‘,{/mcbﬂ .
3 % %W‘/ ’r T‘“ﬂ P t,‘,,,,,{}’.wwah, TQL([, )G(,. f'k'

4, H "’9""-“"“’% I | L7 1= L PP )

» L]
5, Heen Trind). Dust, UMY vt .00
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KEPUTUSAN :
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAIKAN PRAMUIKA PAPUA BARATTAHUN
2022NOMOR 1 06/MUSDA/2022
TENTANG
KOMISI-IKOMISI DALAM SIDANG PPA RIPURNA
MUSYAWARAI DAERAI IV GERAKAN PRAMUICA PAPUA BARAT T AIIUN 2022

Dengan Rahmat Tulon Yong Mohn sa
Musyawarah Daernh 1V Gerakin Promukn Papin Barat Talon 2022,

balwa npar pelaksanaan Sidang-sidang, Musyawaroh Daersh 1Y
Pramuka Papun Baeat Tohun 2022 dopnt bejalon dengan baik, lancar, efebtif
dan menghnsilkan keputusan-keputusan yang sesual Liarapan dan tujuan Musda
IV 2022, perlu dibagl kednlnm bebernpissidang Komisi;
b. bahwa untuk pelaksanann Sidang Komisi, peserta Musda 1V 2022 perln dibayi
dalam 3 (tign) Komisl;
Lahwa sehubungan dengon itu perlu ditetapkan kepulusannya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
Keputusan Kwartlr Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 222 Tahun 2007 tentang,
Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Dacrsh Gerakan Pramuka;

4. Keputusan Kwartir Dacrah Gerakan Pramuka Papua Barat Nornor : 018 Tahun
; 2022 tcntang Musyawarsh  Ducrah 1V Ucrakan  Promwka Papua  Barat
{ Tahun 2022,
Materi rancangan konscp rencana strategis/rencana kerja Kwartir Daerah
Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 yang telah disiapkan oleh
panitia Musda 1V Tahun 2022;
2. Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Dacrah Gerakan Pramuka Papua Barat
masa bakti 2017-2022 dan Pandangan umnum perwakilan Kwartir Cabang pada
Sidang Pleno I Musda 1V Tahun 2022;
Pemaparan Rencana Kerja Kwartir Dacrah Gerakan Pramuka Papua Barat masa
bakti 2022-2027 dalam Sidang Pleno 11 Musda IV Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menimbang | Cleraban

Mengingat -

50 ) =i

Memperhatikan ;1.

Menetapkan
IKOMISI-KOMISI DALLAM SIDANG PARIPURNA

MUSYAWARAH DAERAII IV GERAKAN PRAMUKA
PAPUA BARATTAHUN 2022

Pertama : Sidang-sidang Komisi Musda IV 2022 terdiri atas :
1. Komisi A ; Membahas Program Prioritas Bidang Binamuda, Binawasa,Abdimas

dan Bela Negara

2. Komisi B : Membahas Program Prioritas Organisasi, Hukum, Administrasi,
Manajemen, Kominfo, Keuangan, Usaha dan Aset.

3. Komisi C ; Khusus : Membahas Mckanisme Pemilihan Ketua Kwartir Dacrah
Gerukan Pramuka PAPUA BARAT magi bakti 2022-2027, Tim Formastur dun

anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan,

Kedua : Nama-nama anggota Komisi A, B, C scbagaimana tefcantum dalam lampiran
keputusan ini
Ketiga ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan,

Ditetapkan di  : Manokwari
Pada tanggal f{) November 2022

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium,
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TATIUN 2022
NOMOIR: 07/MUSDA/2022
TENTANG
PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUABARAT
TAHUN2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Dacrah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022,

Menimbang : a.  bahwa Sidang Komisi A, B, C, telah dapat menyelesaikan sidang dan melaporkan
hasil-hasilnya scrta telah ditanggapi di Sidang Pleno, maka perlu disahkan menjadi
suatu keputusan Musyawarah DaerahlV  Gerakan Pramuka Papua Barat
tahun 2022;

b. bahwa untuk mengesahkan hasil sidang Komisi-komisi tersebut, maka perlu
ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Daerah 1V Gearakan Pramuka
Papua Barat Tahun 2022,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka:
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor : 018 Tahun
2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.
Memperhatikan 1. Laporan Hasil sidang-sidang komisi Musda IV Tahun 2022;
2. Pembahasan Hasil sidang-sidang komisi Musda IV Tahun 2022 pada
sidang pleno 1IL
MEMUTUSKAN
Menetapkan :  PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI MUSYAWARAH DAERAH
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022
Pertama : Menetapkan dan Mengesahkan Hasil-Hasil Sidang Komisi pada Musyawarah Daerah
Gcrakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 untuk sclanjutnya dirumuskan olch
Sidang Tim Perumus.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di  : Manokwari
Pada tanggal  : 29 November 2022

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KEPUTUSAN
MUSYAWARAI DAERAII IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAIUN 2022
NOMOIt :067MUSDA/2022

;Af TENTANG
Cﬂ M/ TIM PERUMUS MUSYAWA RAI DAERAILI IV
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAIUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 di PAPUA BARAT

Menimbang : o bahwa berdasarkan laporan clari Komisi A, B, C, dmaka perlu
dirumuskan menjadi suatu keputusan Musyawmah Daerah Gerakan
Pramuka Papua Barat tahun2022;
b. bahwa untuk merumuskan hasil sidang Komisi-komisi tersebut sehingga
menjadi keputusan yang baik dan sempurna, maka perlu dibentuk dan
ditetapkan keputusan tentang Tim Perumus Musyawarah Daerah IV
Gearakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022,

Mengingat

-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun

2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan
Pramuka;

4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor: 018
Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua
Barat Tahun 2022, : . ¥
Memperhatikan : 1. Laporan h_gm-‘rem dmﬁ%mam@;ifzgsszm&\ i 5
Pleno#; /).
2. ‘Sasan_dan-usul-Peserta-datam-Sidang-Pleno-Hi-MusdaFv¥—Tahurr-2022—

} W& T MEMUTUSKAN
Menetapkan (-~ TAM PERUMUS MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN

PRAMUKAPAPUABARATTAHUN?2022

s |4 M A 1
Pertama g ,ﬁﬂmﬁ.ﬂe im Perumus Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua

?sn Tahun 2022, dengar: susunan ;

=

Ketua
2. \Wakil Ketua

Ked : nugask d ' 3 K"U" “n /h ‘9‘/ 77.92021— —0202)
- “hignugaskan  Kepada_
' bl 8y Il N '-'_,\ Anm 2022 untuk .
) 0 T e A s ARV SN

pga dapt enadi Ke t e i v
Pramuka Paphia Barat Tahun 2022, ° KAl sl et
Ketiga _- Keputusan ini mulai berlaku se jak ditetapkan,
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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RANCANGAN KEPUTUSAN

MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022

NOMOR : 09/MUSDAR2022
TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS/ lfl‘lNCo\NA Kl“.RJr\‘
KWARTIR DAERAI GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

TAHUN 20222027

Dengiw Rahmat Tuban Yang Maha Lea

Musyawarah Daerah Gerahan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

Menimbang

'
il

Mengingat :

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedun ‘

Ketign

Keempat :

n. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan lfmmukn Pm\I_ 82
ayat (3) huruf ¢, acarn  pokok Musyawarah Daerah yaitu Penymgpman.
pembahasan dan pengesahan rencana kegja untuk masa bhakti berikutnya; .

b bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan keputusan tentang pen%es:h;m\
Rencana Strategis/Rencana Kegja Kwartic Daerah Gerakan Pramuka PAPUA
BARAT Tahun 2022-2027.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka; .

3 Keputusan Kwartir Nasional Gernkan Pramuka Nomor @ 222 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kegja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;

4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054
Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA
BARAT Talhun 2022;

5. Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA ‘BARAT .Tx\huy\

2022 Nomor : 0S/MUSDA/2022 tentung Laporan Pertunggungjawabun Kwartir

Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bakti 2017-2022,

Hasil Sidang Tim Perumus Musda Tahun 2022;

. Pembahasan dalam Sidang Pleno 11 Musyawaenh Daerah Gerakan Pramuka
PAPUA BARAT Tuhun 2022,

N —

[ S

MEMUTUSIKAN

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS / RENCANA KERJA
KWARTIR DAERAN GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT
TAUUN 2022 - 2027

Mengesahkan Rencana Strategis/Rencana Kegja Kwarte Daerah Gerakan Pramuka
PAPUA BARAT Tahun 2022-2027 sebogaimana tereantum dalam lampiran
morupakon baglan tidak terpisalikan dari Keputusan ini.

Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022
2027 hasil Musda Tahun 2022 harus melaksanakan Rencana Strategis/Rencana
Kerja Kwartir Daerah Qerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022-2027.

Pengurus Kwartir Daerah Qernkan Pramuka PAPUA BARAT masa blakti 2022.

2027 hasil Musdn ‘I'ahun 2022 harusg dapat menjabarkan dalam bentuk Progam
keejo dan keglatan tahun®n untuk ditetapkon dolam setinp Rapat Ketja Kwartie
Doorah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT,

Keputisan int mulal berlaku sejnk ditetapkan,

Dipindai dengan CamScannet


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Ditetapkan di  ; Manokwari
Pada tanggal  : 20Nerember 2022
Ol ReSesr bay
Musda TV Gernkan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAN GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022
NOMOR 1 10/MUSDA022
TENTANG
PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAN
GERAKAN PRAMUK A PAPUA BARAT TERPILIH
MASA BHAKTITAHUN 2022 - 2027

Dengan Rnhimot Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarph Doaenh Gerakan Pramuka PAPUA DARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

Menimbang ¢ n bahwa sesual dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka I'asal 82
ayat (3) hurul d, acarn  pokok Musyawarah Daerah yaitu Pemilihan Ketua
Kwartir Dagrah untuk masa bhakti berikutnya;

b.  bahwa proses pemilihan Ketun Kwartir Dacrah Gerakan Pramuka PAPUA
BARAT Masn Bakti 2022-2027 telah dilakukan dalam Sidang Pleno IV
Musyawaral Daerah PAPUA BARAT Tahun 2022,

¢. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno IV Musda Tahun 2022, maka perlu
ditetapkan keputusan tentang penetapan Ketua Kwartir Daerah Gerakan
Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor {2 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4, Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054
Tahun 2022 (enlang Musyawarah Kwarlir Daerah Gerakan Pramuha PAPUA
BARAT Tahun 2022,

Memperhatikan® : 1. Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA
BARAT Tahun 2022;
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022

: MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA

PAPUA BARAT TERPILIH MAS UJIAI\’TJ TAHUN 2022 -2027

kD g. SV RV S

Pertama :  Kakak ..sebagai Kcma Kwartnr Dacnh Gcrakan Pramuka PAPUA

BARAT Mm.a Bhakn 2022 - 2027.

|

Kedua :  Ketua Kwartit Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Terpilih masa bakti

2022-2027 sclsku Ketua Tim Fonnatur daic dibantu 4 (empat) Anggota Formatur
dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari membentuk Kepengurusan Kwartir
Dacrah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022 - 2027, yang
selanjutnya digjukan kepada Ketus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka uatuk
disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional,

Kctiga i Keputusan ini muiai berlaku sejok ditetapkan,

LW
Ditetapkan di  : Manokwari '(}4.—- bl.UU
Pada tanggul :Bﬂ")km:mm 2022
e I mr '&92011'

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022
Presidium,
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAN GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT2022
NOMOR 1 11 /MUSDA/2022
TENTANG
PENETAPAN TIMIFORMATUR MUSYAWARAH DAERAH
GERAKAN PRAMUKA PAIFUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Ega
Musyawarah  Daerah Gerakan Pramuka PAPUA DARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

Menimbang ¢ & bahwa sesuni dengan Anpgaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3)
huruf o, ncara  pokok Musyawarah Daerah yaitu pemilihan anggota formatur untuk

menyusun pehgurus ban;
b. bahwa sehubungan dengan itu Musyawarah  Daerah Gernkan Pramuka PAPUA

BARAT Tahun 2022 perlu menetapkan Anggota Formatur untuk membantu Ketua
Kwartic Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih
dalam menyusun Pengurus Kwartir Dacrah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa

bakti 2022-2027,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
Keputusan Kwartic Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Prarauka PAPUA BARAT Nomar : 054 Tahun
2022 tentang Musyawarah Kwartir Dacrah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT

Tahun 2022,

Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Dacrah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT

Tahun 2022;
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022,

Mengingat

W~

Memperhatikan : 1.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PENETAPAN TIM FORMATUR MUSYAWARAH DAFERAH GERAKAN
PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Membentuk Tim Formatur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT 2022,

dengan susunan sebagai berikut :
1. ./.‘.-.'g-?&@%b-. r/éVMU . Ketua Kwarda PAPUA BARAT terpilih

2. €L NS G ”4' Unsur Pengurus Kwarda 2017-2022 (Anggota)

3. £0/ T((%UKAM}VPE" t Unsur Mabida PAPUA BARAT (Anggota)
4, /fé"/«‘.kDA o ¢ Unsur Kwarcab (Anggota)
5. 4 CMAN 0. )‘/53' kw ¢ Unsur Kwarcab (Anggota)

Kedua :  Menugaskan kepada Tim Formatur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT
untuk menyusun Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT
masa bhakti 2022-2027 dan harus sudah terbentuk selambat-lambatuya 30 (tiga puluh)
hari sejak keputusan ini ditetapkan.

Ketiga . Apabila antara Ketua dengan Anggota da/atau antar sesama Angeota Tim Formatur
tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh Ketua Tim Formatur,

Keempat ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak clitetapkan,

Pertama

Ditetapkan di  : Manokwari
Padatanggal  : 29 November 2022

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022

Presidium,
il o C ' L
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Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 1022
NOMOR : 14 MUSDAZ022
TENTANG
PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH DAERAH
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT
TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarsh Dacrah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 & PAPUA BARAT,

Menimbang : a bahwa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tabun 2022
telah menghasilkan beberapa keputusan yang dijadikan sebagas smanat Masda
Tahun 2022;
b. bahwa agar seluruh keputusan yang telah dihasilkan pada sidang-midang Muasda
Tahun 2022 dapat dilsksanakan, maka perlu ditetapkan dalam suatu pergzesahan
keputusan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerzkan Pramuka;
Anggarsn Dasar dan Anggaren Rumsh Tangga Gerakan Pramuka;
Keputusan Kwartir Nasionai Geraksn Pramuka Nomor : 222 Tahwm 2007
tentsng Organisasi dan Taia Kerja Kwartir Dasrsh Gerslen Pramala:
. Keputusan Kwartir Deerah Geraksn Pramuoka PAPUA BARAT Nomor : 034
Tahun 2022 tentsng Musyawaresh Kwsrtir Daersh Gerskan Pramaka PAPUA

Mengingat

o

i

Qs 4

0...
5.! BARAT Tahun 2022.

Memperhatikan : Hasil — hasil Sidang Pleno Musyawsrsh Deersh Gersksn Pramuka PAPUA

BARAT Tahun 2022
MEMUTUSK AN

Menetapkan : PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH DAERAH GERAKRAM
PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Pertama : Mengesashkan Hasil-Hasil Muosyswarsh Daersh Gerslan Prammka PAPUA

BARAT Tahun 2022 sebsgaimans terlampir.
Mernogaskan kepada Pengurus Kwartir Daerab Gerakan Promeka PAPUA BARAT
mas3 bhakti 2017-2022 untuk menyelessikan tugas administresi kewsngsn yang
belum diselesaikan dan keperluan ysng penting atsn mandassk ssmpai dengan
terbitnya Keputusan Kwartir Nasionsl tentsng Pengurus Kwsrtir Deersh Gerskan
Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027
Selama keputusan pengurus Kwartir Dacrah Gerskan Pramuka PAPUA BARAT
masa bhakfi 2022-2027 hssil Musda Tabun 2022 belem totb, meks pengures
Ketiga Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT mass bhakti 2017-2022 tetsp
melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Rumash Tangga Pasal 83 ayat (%),
dengan ketentuan tidak dibensrkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang
prinsip seperti :
a Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
b. Menandatangani pengeluaran uang di lusr program kega;
¢. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atsu mengadakan alih tugas staf.
Keempat ; Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

ST
:

Ditetapkan di  : Manokwari

Pada tanggal :f}9 Nevember 2022

e o? [ \EY Ny
Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022
Presidium,
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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KEPUTUSAN
MUSVAWARAN DAERAI GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022
NOMOR 1 10/MUSDAR022
TENTANG
PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAN
GERABAN PRAMUKA PAPUA DARAT TERPILIT
MASA BUAICTTTANUN 2022 - 2027

Dengan Ralmnt Tvhan Yang Maha Csa
Mugyawarah Daetah Qerakan Prnmuka PAPUA DARAT Tahun 2022 di PAI'UA BARAT,

Menimbang +n balnwn sesual dengan Anggaran Rumah Tangga Oerakan Pramuka Pasal 82
ayat (3) hurul o, ncara  pokok Musyawnrah Daerah yaitu Pemilian Ketua
Kwartic Daeral watuk masa bhnktl berlkutnya;

b. balwa proses pemiliian Ketun Kwartir Daerah Qerakan Pramuka PAPUA
DARAT Masn Dakti 2022-2027 tclah dilakukan dalam Sidang Pleno IV
Musyawarah Daerah PAPUA BARAT Tahun 2022;

¢ balwa berdasarkan hasil Sidang Pleno IV Musda Tahun 2022, maka perlu
ditetnpkan keputusan tentang penctapan Ketua Kwartir Daerali Gerakan
Pramukn PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Dacrah Gerakan Pramu'ca;

4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054
Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramula PAPUA
BARAT Tahun 2022,

Mengin gat

WA -

Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Daerai Gerakan Pramuka PAPUA
BARAT Tahun 2022;
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022

Memperhatikan® :

2 MEMUTUSKAN
Menetapkan : PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAII GERAKAN PRAMUKA
PAPUA DARAT TERPILIII MASAvyIAI\'TJ 13\}!% 2022 -2027

D&.mmnv& IHOpW ., RN .
Pertama : Kakak,%..l0........scbagai Ketua Kwartir Dacrah Gerakan Pramuka PAPUA
BARAT Masa Bhakti 2022 - 2027,
Kedua : Ketua Kwartit Dacroh Gernkan Pramuka PAPUA BARAT Terpilih masa bakti

2022-2027 selbku Ketua Tim Fonnatur dan dibantu 4 (empat) Anggota Formatur
dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari membentuk Kepengurusan Kwartir
Dacrah Gerakan P'umuka PAPUA DARAT masa bhakti 2022 - 2027, yang
sclanjuinyn digjukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk
) disahkan dengan Surat Keputusan Kwartic Nasional,
Kctiga ¢ Keputusan inl mulal berlaku sejok ditetnpkan,

v \
Ditetapken di  : Manokwari 24—- pl. UMW A

Pada §. ¢
Sl

Musda Qerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022
Presidium,
Xy

N MNMMW

2, M&[ﬁiqg%......‘.(l(wucub T&w )wn&m

3. W/MF.M?BAV ’»(Kwurcub Td‘-’é 81.1771‘-—’/71.
4, ﬂfNDRJKKMA waréah “S.Mz? ’S‘VZazé'ﬂ

LRI I TR YY) Laanay

s. Helon Trindle D ldlisi Naordler

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Lampiran XXII

Surat Pemberitahuan Akan
Adanya MUSDALUB Kwarda
Gerakan Pramuka Papua Barat

Surat PJ Gubernur Papua Barat,
Kepada Para Bupati/Walikota
Agar Para Pengurus Kwarcab

Mempersiapkan Diri untuk
Diadakannya MUSDALUB

Surat PJ teranggal 14 Januari 2022
Musda Gerakan Pramuka Papua Barat Saja
Mulai 29 Nov - 1 Desember 2022.
PJ Gub, Paulus WaterPauw, Bodoh atau terlalu semangat
Membela Kepentingan Mohamad Lakotani



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT
PANITIA MUSDA 1V

J1.Pasir Putih Arowi No.1 Manokwari Telepon/Fax. (0986)-212097

kKwardapapuabarat33@gmail.com

Manokwari, 24 Januari 2023

Nomor : 00y /PAN-MUSDA 1V-2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Sifat : Penting/Segera
Perihal . Pelaksanaan Musda Luar Biasa
Kepada Yth:
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Se — Papua Barat
di—

Tempat
Salam Pramuka,

Dengan hormat, disampaikan bahwa menindaklanjuti surat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor :
0007-00-A, tanggal 6 Januari 2023, Perihal Hasil Musda IV Kwarda Papua Barat, dan Surat Gubernur
Papua Barat Nomor: 428/89/GPB/2023 tentang Pelaksanaan Musda Luar Biasa. Bersama ini kami
sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut:

1. Musda Luar Biasa dilaksanakan secara tertulis, melalui surat suara yang ditanda tangani asli dan dicap -
basah oleh Ketua Kwartir Cabang (sesuai poin 2 dan 3 pada lembaran kedua dan ketiga surat Kwarnas
(foto copy terlampir) ), Surat Gubernur Papua Barat dan Blangko Surat Suara Pemilihan terlampir;

2. Surat suara akan dijemput oleh Pantia Pelaksana ditiap Kwartir Cabang paling lambat minggu pertama
bulan Februari 2023;

3. Setelah surat suara terkumpul, akan dilaksankan sidang pleno ke 3 (tiga) guna perhitungan perolahan
hasil suara dan penetapan hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa
bakti 2022 - 2027, Pemilihan Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan ( LPK ), serta
Pemilihan Ketua dan anggota Tim Formatur, yang akan dipimpin oleh Tim Presidium melalui aplikasi
video confrensi ( Zoom meeting );

4. Link Zoom dan waktu pelaksanaan akan disampaikan kemudian;

5. Untuk informasi dapat menghubungi:

- Ketua Panitia Kakak Frengki K. Muguri, SH.,M.AP. - HP. 0812 1977 9011;
- Sekretaris Panitia Kakak Arnoldus V.N Sarara - HP. 0823 9921 3926;

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MUGURY, SH.,M.AP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;

2. Gubernur Papua Barat selaku KAMABIDA ( Sebagai Laporan );
3. Bupati dan Wali Kota Se — Papua Barat Selaku KAMABICAB;
4. Para Ketua Kwarcab Se-Papua Barat;



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT
J PANITIA MUSDA 1V

J1.Pasir Putih Arowi No.l Manokwari Telepon/Fax. (0986)-212097
kwardapapuabarat33 @gmail.com

SURAT SUARA PEMILIHAN
KETUA KWATIR DAERAH PAPUA BARAT
MASA BAKTI 2022 - 2027

Nama dan Foto Calon Ka Kwarda:

No. Nama Calon Foto Calon

1. MOHAMAD LAKOTANI, SH.,M.Si

2. Dr. LASARUS INDOUW, A.Md, SP, M.M

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Masa Bakti 2022 - 2027.

Demikian, Atas Perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang .........

Ketua,
Mengetahui:
Panitia Musda IV
Kwarda Papua Barat
Sekretaris, Ketua,
ARNOLDUS V.N SARARA FRENGKY K. MUGURY, SH.,M.AP
Catatan:

1.Nama calon yang dipilih, ditulis dengan tulisan tangan pada kolom ..... yang tersediah;



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No.6 « Jakarta 10110 » Indonesia

Nomor : 0007 -00-A - Jakarta, 6 Januari 2023
Klasifikasi : Penting/Segera

Perihal  : Hasil Musda Kwarda Papua Barat

Kepada Yth.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka
Papua Barat
di Manokawari.

Salam Pramuka,

Memperhatikan dinamika penyelenggaraan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua
Barat IV Tahun 2022, bersama ini Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyampaikan hal
hal sebagai berikut:

1.

2

3.

4.

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 79 Musyawarah Daerah ayat
(3).”"Musyawarah Daerah dinyatakan syah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua
pertiga jumlah kwartir cabang”

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 80 Peserta Musyawarah
Daerah ayat (2) "Utusan kwartir daerah sebanyak banyaknya delapan orang yang
diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah diantaranya adalah unsur pimpinan, pusat
pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat daerah dan dewan kerja daerah”,
ayat (3) “ Utusan kwartir cabang sebanyak banyaknya delapan orang yang diberi
kuasa oleh ketua kwartir cabang diantaranya adalah unsur pimpinan, pusat
pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang dan dewan kerja cabang dan
ayat (5) “Kwartir daerah dan kwartir cabang masing-masing memiliki satu hak suara”

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 83 Pemilihan Ketua Kwartir
Daerah ayat (4) “Kwartir daerah menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir
daerah yang diusulkan oleh kwartir cabang dan yang diusulkan oleh kwartir daerah
kepada seluruh kwartir cabang selambatlambatnya satu bulan sebelum
pelaksanaan musyawarah daerah” ayat (5) "Calon ketua kwartir daerah yang
bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara teriulis dan
disampaikan pada saat musyawarah daerah dimulai, dan setelah itu tidak ada
pencalonan lagi® dan ayat (6) “Calon ketua kwartir daerah harus hadir pada saat
pemilihan ketua kwartir daerah berlangsung”.

Anggaran Ruman Tangga Gerakan Pramuka Pasal 87 Pengambilan Keputusan
Musyawarah Daerah ayat (2) “Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh
lebih dari setengah jumiah suara yang hadir”.

Telp. : (021) 3507645 Fax.: (021) 3507647
E-mail : kwarnas@pramuka.or.id e kwarnas@centrin.net.id e Homepaage : htip://www.pramuka.or.id



5. Musyawarah Luar Biasa Pasal 116 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
ayat (1) “Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat
mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah”, ayat (2) “Musyawarah luar
biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya
dua pertiga jumiah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara
tertulis kepada kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas”, ayat
(3) “Musyawarah luar biasa diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan
setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan”, dan ayat (6) Musyawarah
luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah
kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan/yang berhak hadir”.

6. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 117 Peserta Musyawarah Luar
Biasa “Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan kwartir
jajaran di bawahnya /gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama
berdasarkan kebutuhan”.

7. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 118 Acara Musyawarah Daerah
Luar Biasa “Acara musyawarah luar biasa disesuaikan dengan kebutuhan
mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah”.

8. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 121 Pengambilan Keputusan
ayat (1) “Pengambilan keputusan dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa dan
segera diputuskan sementara penyelenggaraan musyawarah Gerakan Pramuka
tidak mungkin dilakukan, diselesaikan dengan cara meminta pendapat tertulis”, ayat
(2) “Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di setiap
tingkat kwartir’, ayat (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan majelis pembimbing.”. ayat (4)
Permintaan pendapat secara tertulis disampaikan secara jelas dan disusun
sedemikian rupa sehingga jawaban atas hal-hal yang mendesak itu cukup dengan
setuju atau tidak setuju”, ayat (6) Pendapat yang diterima adalah pendapat yang
disetujui oleh lebih dari setengah jumiah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu
jumiah kwartir atau gugus depan yang ada di wilayahnya” dan ayat(7) Pendapat
yang diterima diumumkan oleh kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran

Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah
dilaksanakan”

Berkaitan dengan hal tersebut dan memperhatikan dinamika yang terjadi pada
pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat, kami menyampaikan:

1. Bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka belum dapat mengeluarkan Surat
Keputusan Kepengurusan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Papua
Barat, Surat Keputusan Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Papua Barat, dikarenakan pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka
Papua Barat tahun 2022 dengan agenda pemilihan Ketua Kwartir Daerah
Gerakan Pramuka Papua Barat yang berlangsung pada tanggal 30 November
2022 belum tuntas/belum terpilihnya Ketua Kwarda karena terjadi perolehan
suara yang sama.

2. Bahwa Kwartir Daerah Papua agar segera melaksanakan pemilihan ulang
Ketua Kwartir Daerah melalui musyawarah luar biasa atau pemilihan secara
tertulis yang dikuatkan dengan cap basah/asli, tanpa periu kehadiran peserta.



5. Musyawarah Luar Biasa Pasal 116 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
ayat (1) “Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat
mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah”, ayat (2) “Musyawarah luar
biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir atau atas usul darj sekurang-kurangnya
dua pertiga jumliah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara
tertulis kepada kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas”, ayat
(3) “Musyawarah luar biasa diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan
setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan”, dan ayat (6) Musyawarah
luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumiah
kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan/yang berhak hadir”.

6. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 117 Peserta Musyawarah Luar
Biasa “Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan kwartir
jajaran di bawahnya /gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama
berdasarkan kebutuhan”.

7. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 118 Acara Musyawarah Daerah
Luar Biasa “Acara musyawarah luar biasa disesuaikan dengan kebutuhan
mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah”.

8. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 121 Pengambilan Keputusan
ayat (1) “Pengambilan keputusan dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa dan
segera diputuskan sementara penyelenggaraan musyawarah Gerakan Pramuka
tidak mungkin dilakukan, diselesaikan dengan cara meminta pendapat tertulis”, ayat
(2) “Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di setiap
tingkat kwartir’, ayat (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan majelis pembimbing.”. ayat (4)
Permintaan pendapat secara tertulis disampaikan secara jelas dan disusun
sedemikian rupa sehingga jawaban atas hal-hal yang mendesak itu cukup dengan
setuju atau tidak setuju”, ayat (6) Pendapat yang diterima adalah pendapat yang
disetujui oleh lebih dari setengah jumiah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu
jumlah kwartir atau gugus depan yang ada di wilayahnya” dan ayat(7) Pendapat
yang diterima diumumkan oleh kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran

Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah
dilaksanakan”

Berkaitan dengan hal tersebut dan memperhatikan dinamika yang terjadi pada
pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat, kami menyampaikan:

1. Bahwa Kwartir Nasionai Gerakan Pramuka belum dapat mengeluarkan Surat
Keputusan Kepengurusan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Papua
Barat, Surat Keputusan Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Papua Barat, dikarenakan pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka
Papua Barat tahun 2022 dengan agenda pemilihan Ketua Kwartir Daerah
Gerakan Pramuka Papua Barat yang berlangsung pada tanggal 30 November
2022 belum tuntas/belum terpilihnya Ketua Kwarda karena terjadi perolehan
suara yang sama.

2. Bahwa Kwartir Daerah Papua agar segera melaksanakan pemilihan ulang
Ketua Kwartir Daerah melalui musyawarah luar biasa atau pemilihan secara
tertulis yang dikuatkan dengan cap basah/asli, tanpa perlu kehadiran peserta.



3. Bahwa Panitia penyelenggara Musda Papua Barat Tahun 2022 agar segera
melaksanakan pemilihan ulang ketua kwartir daerah melalui musyawarah luar
biasa atau pemilihan secara tertulis yang dikuatkan dengan cap basah/asli, tanpa
perlu kehadiran peserta.

4. Bahwa ada beberapa kwartir cabang menolak hasil Musda Papua Barat Tahun
2022, terkait pemilihan Ketua Kwartir Daerah (bukti penolakan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasama Kakak, kami mengucapkan terima kasih.
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1. Gubernur Papua Barat, selaku Kamabida Papua Barat
2. Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka
3. Para Waka Kwarnas/Ketua Komisi
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GUBERNUR PAPUA BARAT

o Broggen Manmie Abeabam O Ao, Perkantoran Gabernne B Aclan Manob vz Telp /g (00760

Manokwarl, 14 Januar 2027

Nomor 423 /89 /C/’fl /-ZOJ.& K.upata
Lampiran 2 (dua) Exemplar b, Bupali dan VWl Kota Ge-Papuis Barast
Sifal Penting Golaku FAMABICAB Goraran Pramuka
Penhal Polaksanaan Musda Luar Blana Di -

Tempat

Dengan hormal,

Memperharikan Surat Kwarlic Nasional Gerakan Pramuka  Homor, 0006-00-B langgal 6 Januari 2023
dan Nomor: 0007-00-A tanggal 6 Januari 2023, tenlang Hasil Musda Fwarda Papua Barzl, Sena
memperhatikan laporan Kelua Panilia Pelaksana Musda, dimana pada prinsipnya agar dilzksanzkan

Musda Luar Biasa oleh Panitia Musda Kwarda Papua Barat.

Berkaitan dengan itu, dimohon agar Para Bupati dan Wali Kota selaku Ketua Majeliz Pembimbing
Cabang Gerakan Pramuka untuk meminta kepada para Ketua Keluz Kwarir Cabang agar
mempersiapkan diri guna mengambil bagian/berpartizipasi pada forum Musda Luar Bizea dimakasud.
Hal-hal teknis lainnya terkait Musda Luar Biasa Kawarda Papau Barat akan disampairan oleh panitiz

Musda IV Kwarda Papua Barat sesuai surat Kwarnas tersebut diatas:

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

S Bi. %tﬁé};‘}mua PAPUA BARAT I{
<.

" PAULUS WATERPAU, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yih

1. Ketua Kwartr Nasional Gerakan Prarnuka di Jakarla,
2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat,

3 Ketua Kwarlir Deerah Gerakan Pramuka Papua Barat;
4 Para Ketua Ketua Kwarcab se-Kwarda Papua Barat,
5 Ketua Panitia Musda IV Kwarda Papua Barat,

4. Arsip,
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